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ABSTRAK
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD CORPORATE
GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN WAKAF TUNAI
PADA BADAN WAKAF UANG TUNAI MUI YOGYAKARTA
Ananto Triwibowo
NIM. 15913020

Sebagai lembaga publik yang mendapatkan amanah untuk
mengelola dana wakaf tunai, lembaga wakaf dituntut untuk bisa
menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance sebagai
bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Dampak dari
penerapan GCG sendiri selain akan meningkatkan tingkat
kepercayaan masyarakat juga akan meningkatkan jumlah dana yang
diterima oleh lembaga wakaf. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan pengelolaan—wakaf—tunai yang dilakukan oleh
BWU/T MUI DIY serta [menganalisis penerapan prinsip-prinsip
GCG pada BWU/T MUI DI¥. dalampengelolaan wakaf tunai.

Jenis penelitian yang |digunakan Jadalah kualitatif deskriptif
dengan menggunakan pendekatan,studi kasus yang bertujuan untuk
menggambarkan realitas tentang | pengelolaan wakaf tunai dan
penerapan prinsip-prinsip | GCG/pada BWU/T MUl DIY yang
kemudian dianalisis atau- , melakukan, pengukuran dengan
menggunakan teori-teori yang“‘relevan/ dengan masalah yang
diangkat.

Berdasarkad hasil, dati penelitian’ dapat ‘diketahui.bahwa dalam
pengelolaan waKaf tunai yang dilakukan oleh” BWU/T MUI DIY
secara keseluruhan sudahlsesuidi dengan gegnlasi yang ada baik dari
perundang-undangan, peraturan fienteri agama, dan juga peraturan
yang ditetapkan oléh, BWL. sSedangkan” untuk senerapan prinsip-
prinsip GCG pada ‘pengelolaan wakaf-tunai " yang dilakukan oleh
BWU/T MUI DIY selama ini belum dilaksanakan secara maksimal.
Dari kelima prinsip dasar GCG yakni transparasi, akuntabiltas,
responsibilitas, idependesnsi dan juga fairness ternyata hanya dua
prinsip yang dilaksanakan secara utuh yakni prinsip indepedensi dan
juga fairness. Sedangkan untuk prinsip transparasi, akuntabiltas, dan
juga responsibiltas belum dilaksanakan secara utuh.

Kata Kunci : Good Corporate Governance, Pengelolaan, Wakaf
Tunai, BWU/T MUI DIY
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ABSTRACT
THE IMPLEMENTATION OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE
PRINCIPLES IN THE CASH WAQF MANAGEMENT IN CASH WAQF
AGENCY OF MUI YOGYAKARTA

Ananto Triwibowo
NIM. 15913020

As a public institution that has a mandate to manage the waqf cash fund, the
wagf agency is required to be capable of managing the cash wagf fund and
implementing the principles of Good Corporate Governonce (GCG) as a form of
responsibility to public The impact of the implementation of GCG itself, in
addition to improve the level of public trust, will increase the amount of fund
accepied by the waqf agency.—This-research aims to describe the management of
cash wagf and to analyze theliniplementation of Good Corporate Governance
(GCG) principles respactively done and iZBWU/T MUI DIY in the management
of cash waqf.

This is a qualitative-descriptive researclhiusing a case study approach aimed to
describe the reality of the castuwagf management and the implementation of GCG
principles in BWU/T MUI DIY! The results were then analyzed or measured
using the theories relevant with the issues ¢oncerned. In eddition, this research
used SWOT analysis {o_observe ‘the_strengths, weaknesses, opportunities and
challenges in managingthe ¢ashiwagf/faced by the BWU/T MUL DIY.

Based on the results-of'the vesearch, it-¢an be found that in the management of
the cash wagf done by BWUT MU} DIY overall has been implemented in
accordance witly the existing=lawsyeither fjomplegislatiomeregulation of religion
minister,_and répgulation issucd by \BWI) Meanwhile'\for.ibe implementation of
GCG principles in the_management of cash waqgf done by BWUT MUI DIY
recently bas not been done maximally. Of five basic principles of GCG including
transparency, accountability; Tesponsibility, independence and fairess, in fact
there are only two=principles conducted=entirely that is the principle of
independence and fairness._On the other.hand, the-principles of transparency,
accountability, and responsibility have not been applied entirely.

Keywords: Good Corporate Governance, Management, Cash Wagf, BWU/T
MUIDIY
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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam istilah ekonomi Islam wakaf menjadi salah satu
instrumen penting dalam pendistribusian pendapatan. Dengan
adanya wakaf ini diharapkan mampu untuk membantu dalam
pengentasan kemiskinan. Wakaf dalam Islam sudah dikenal
bersamaan dengan dimulainya era kenabian Muhammad saw.
Ditandai dengan pembangundn Masjid Quba. Kemudian disusul
dengan pembangunan MasjidfNabawi |yang dibangun di atas
tanah anak yatim dari Bani\Najjariyang dibeli Rasulullah saw.
Rasulullah saw mewakiafkantanah yang dibelinya itu untuk
dibangun masjid, dan Zkemudian para sahabat memberikan
sokongan berupa wakaf-yntuk penyelesian pembangunan masjid
tersebut’.

Seiring dengan perkembangan zaman, kini wakaf pun juga
mengalami perkembangan-dalam’ bentuk pengelolaanya. Dalam
sejarah, sebagai mana disebutkan oleh Syafi’i Antonio bahwa
pengelolaan ini tidak|lepas dari‘periodesasi pengelolaan wakaf
secara umum, yaitu:_Pertama, periode.tradisional; yang masih
menempatkan wakafisebagai ajaran.yang murni dalam kategori
ibadah mahdhah. Wakaf yang diberikan masih berupa benda-
benda fisik yang tidak bergerak, berupa tanah untuk tempat
ibadah seperti masjid, mushalla dan sarana pendidikan. Kedua,
periode semi profesional; pada periode ini pola pengelolaan
wakaf kondisinya masih relativ. sama dengan periode
sebelumnya, namun pada periode ini sudah mulai ada
pengembangan-pengembangan pengelolaan, yaitu

'Suhrawardi K. Lubis,dkk., Wakaf dan Pemberdayaan Umat (Jakarta:Sinar
Grafika,2010), hlm. 99.
1
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pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun masih secara
sederhana. Ketiga, periode profesional; periode ini daya tarik
wakaf sudah mulai nampak dan dilirik untuk diberdayakan
secara professional produktif®,

Sebagai salah satu instrumen wakaf produktif, wakaf tunai
merupakan hal yang baru di Indonesia. Wakaf yang selama ini
dipahami oleh umat hanya berbentuk wakaf tanah milik yang
diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977
tentang Perwakafan Tanah Milik. Peluang wakaf tunai ada
setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa
tentang bolehnya wakaf tunai tahun 2002.

Peluang yang(lebily'besar muncul akhir-akhir ini dengan
disahkan rancangandUndafig-undang Wakaf menjadi Undang-
undang Nomor 4]v) Tahun 2004 |tentang Wakaf. Kehadiran
Undang-undang Wakaf ftwmmemberikan harapan kepada semua
pihak dalam upaya pemberdayaan’ ekonomi rakyat, di samping
untuk kepentingan—peribadatan—dan sarana sosial lainnya’.
Sebagai tindak lanjut) dari/lahirnya Undang-undang Wakaf,
banyak bank syariah dan lembaga pengelola wakaf meluncurkan
produll damfasilitas yang.menghinipuh/dana<wakaf tunai dari
masyarakat.

Namun fenonlena yangiterjadi saat ini bahwa manfaat
wakaf dan wakaf tunai pada khususnya, kurang dapat dirasakan
dan didayagunakan’ secara optimal uintitk-peningkatan kualitas
kehidupan masyarakat di Indonesia. Ada beberapa kendala yang
menyebabkan perihal tersebut diantaranya adalah aspek
kelembagaan, aspek kesadaran hukum masyarakat, dan aspek
manajemen®,

Salah satu aspek kelembagaan dan managemen adalah
kurangnya tranparasi lembaga wakaf terhadap masyarakat yang

Achmad Djunaidi,Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif; Sebuah
Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat, cet 11, ( Jakarta:Mitra abadi Press,
2005), hlm.v-vi

*Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

*Achmad Arief Budiman, “dkuntabiltas Lembaga Pengelolaan Wakaf”,Jurnal
Walisongo, Vol 19, No 1,hlm. 76
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mengakibatkan kurangnya tingkat kepercayaan masyarakat
terhadap lembaga wakaf tersebut dan akan berpengaruh pada
dana wakaf yang diterima karena masyarakat lebih memilih
untuk mewakafkan harta mereka secara langsung. Serta
kurangnya jumlah nazhir yang profesional dan belum
optimalnya lembaga lembaga pengelola wakaf dalam mengelola
wakaf yang semestinya keberadaanya menjadi faktor penentu
dalam pemanfaatan harta wakaf dan digunakan dalam bentuk
produktif, misalnya upaya peningkatan kegiatan usaha dan lain
sebagainya’.

Sehingga untuk tercapainya pengelolaan wakaf tunai secara
profesional dibutuhkanpengelofaan~wakaf tunai yang baik,
pengelolaan wakaf tunai’ini bisa mencontoh beberapa lembaga
wakaf yang sudah terlebih dahulyy ménerapkan wakaf tunai dan
juga dari pedoman-pedomam ~yang- sudah diterbitkan oleh
Pemerintah dalam hal ini adalah Ketfientrian Agama Republik
Indonesia dan juga Badan Wakaf Indopesia.

Selain menerapkan -pengelolaan  wakaf tunai yang baik,
untuk meningkatkan tingkat'-profesionalitas, lembaga wakaf
sebagai lembaga sosial juga perlu untuk menjaga tingkat
kepercayaan jwakif dan jUiga Thasyarakat, yang.niantinya akan
mempengaruhi pada, sumber dana wakaf yang diterima oleh
badan wakaf.

Untuk meningkatkan-kepercayaanctersebut, lembaga wakaf
dapat melaksakan Good Corporate=Governance atau yang juga
dikenal dengan GCG. GCG merupakan tata kelola perusahaan
(organisasi) yang baik yang mengeimplementasikan asas-asas
atau prinsip transparasi, akuntabilitas, pertanggungjawaban,
kemandirian, dan kewajaran keadilan °,

SFadillah Mughnisani, “Pengelolaan Wakaf Tunai di Yayasan Wakaf
Universitas ~ Muslim  Indonesia”,  http://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/
Iqtisaduna/ diakses pada 23 Maret 2017 pada pukul 14.29 WIB

®K omite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum Good Corporate
Governance Indonesia ,(Jakarta: KNKG,2006), hlm.2, dalam Good Corporate
Governance di Lembaga Zakat, oleh Rahmani Timorita Yulianti, (Yogyakarta :
Kaukaba, 2016), him.12
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Penerapan GCG tidak hanya diterapkan pada organisasi
bisnis baik yang bersifat profit oriented saja akan tetapi juga
perlu diterapkan pada lembaga atau perusahaa nirlaba. Pada
organisasi bisnis baik yang bersifat profit oriented maupun
organisasi nirlaba selama telah ada penyerahan mandat
pengelolaan tugas — tugas organisasi kepada pihak lain maka
agency theory (teori keagenan) akan berlaku dalam organisasi
tersebut.

Teori keagenan menjelaskan adanya hubungan kontraktual
antara dua atau lebih orang (pihak), dimana salah satu pihak
disebut principal dan yang menyewa pihak lain tersebut agen
untuk melakukan bg¢berapa jasa'atas\nama pemilik yang meliputi
pendelegasian wewenangih Teort | keagenan melihat pihak
manajemen perusahaan/berperan sebagai agen bagi pemilik atau
stakeholder perusahaan:@Pihak inanajemen bertindak penuh
kesadaran bagi kepentingah pribadinya’.

Agency teory juga-bérlaku—pada lembaga wakaf, dimana
lembaga wakaf sebagai piliak/\yang menjalakan amanah atau
mandate dari para wakif. Sehingga lembaga wakaf dituntut
untuk [dapat, mémberikan_pertanggtingjawaban kepada wakif
sebagai pihak yang memberikan tugas. Pertanggungjawaban
tersebut bisa berupa-pemberian laporan keuangan dan kegiatan,
serta rancangan kegiatan untuk selanjutnya.

Salah [satu [lembaga ' wakaf yafig mengelola wakaf tunai
adalah Badan Wakaf Uang Tunai Majelis Ulama Indonesia
Daerah Istimewa Yogyakarta®. BWU/T MUI DIY lahir dari
adanya respon Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa
Yogyakarta terhadap munculnya fatwa MUI tentang wakaf tunai
pada tahun 2002. Dalam penghimpunan dana wakaf BWU/T
MUI DIY bekerjasama dengan BPD DIY Syariah sebagai

7Thomas,S.Kaihatu,”Gooa’ Governance dan Penerapannya di Indonesia”,
Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan, Jurusan Ekonomi Manajemen, Fakultas
Ekonomi Universitas Kristen Petra Surabaya, Vol. 8, Nomor 1, (Maret 2006), him.
23

*Selanjutnya disingkat dengan BWU/T MUI DIY
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Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS
PWU).

Dalam pengelolaan wakaf tunai BWU/T MUI DIY
mengalami beberapa kendala baik kendala yang disebabkan oleh
faktor internal ataupun external. Laporan terahir yang
dikeluarkan oleh BWU/T MUI DIY terkait dengan dana yang
sudah dikumpulkan dari tahun 2008 hingga tahun 2016 belum
menunjukkan angka sampai satu milyar, tepatnya adalah Rp
536.511.033. Padahal terdapat akumulasi jumlah wakif dari
tahun 2008 - 2016 sebanyak 1677 orang’.

Diantara kendala yang dihadapi oleh BWU/T MUI DIY
adalah minimmnya pengetahuan—masyarakat mengenai wakaf
tunai yang terhitung | merupakan metode wakaf baru, serta
kurangnya jumlah nazhir dalam, BWU/T MUI DIY'® yang
berpengaruh pada Kurangnyasbentuk sosialisai terhadap
masyarakat luas terutama yang beradadi wilayah Yogyakarta.

Selain itu terkait |Bentuk! transparasi yang dilakukan oleh
BWU/T MUI DIY bahwa sampai dengan saat ini ternyata masih
belum dirasakan oleh masyarakat ‘secara luas. Hal ini dapat
dilihat dari web resmi yang dimiliki oleh BWU/T MUI DIY
dengan alamat, ‘hitps:/bwutmuidiy.Wordpress.coui-bahwa sejak
dari tahun 2012 awal mula dibuatnya web sampai dengan saat
ini tidak ada pelaporanskeuangatryang\dibuat oleh BWU/T MUI
DIY meskipun, ada beberapapfoto=deleumentasi yang diberikan
berupa kegiatan yang-dilakukan oleh-BWU/T MUI DIY.

Mengingat bahwa dengan adanya transparasi dan
kemudahan masyarakat dalam mendapatkan informasi dari
pihak BWU/T MUI DIY terkait laporan keuangan dan kegiatan
dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan berpengauh
terhadap peningkatan jumlah wakif, maka bentuk tranparasi

*M.Mas’udi dkk, Laporan BWT MUI DIY tahun 2016 dalam Analisis
terhadap Pengembangan Wakaf Tunai (waqf Nuqud) di Indonesia, (Yogyakatta:
Fakultas Agama Islam, Universitas Muhamadiyah Yogyakarta), hlm. 48

""MMas’udi dkk,A4nalisis terhadap Pengembangan Wakaf Tunai (waqf
Nugud) di Indonesia, (Yogyakarta, Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhamadiyah Yogyakarta, 2016)
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secara meluas diperlukan, selain itu dikarenakan BWU/T MUI
DIY merupakan lembaga wakaf yang berada langsung di bawah
MUI sebagai lembaga yang mengeluarkan fatwa mengenai
wakaf tunai maka seharusnya BWU/T MUI DIY dapat menjadi
contoh bagi lembaga-lembaga wakaf lainya terutama yang
berada di wilayah Yogyakarta.

Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Agama
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi
Pendaftaran Wakaf Uang, terkait pelaporan dan pengawasan
bahwa selain Direktur Jenderal atas nama Menteri dan juga
BWI, masyarakat memiliki peran dalam pengawasan lembaga
wakaf yang melaksanakdan' wakaf tunai. Pengawasan
sebagaimana yang! dimidksud = yakni dilakukan dengan
menyampaikan laporan,adanya indikasi pelanggaran terhadap
ketentuan peraturan-peruiidang undangan secara tertulis kepada
kantor Departemen| Agama kabupaten/kota dan/atau BWI'',

Mengingat bahwa-tfdnsparasi-merupakan salah satu dari
prinsip tata kelola"yang baik//(Good Corporate Governance),
maka sudah semestinya lembaga wakaf dapat menerapkan
prinsip térsebuit. \Di/ mana.dalam, péherapan prinsip transparasi
ini perusahaan harus menyediakan informasi secara tepat waktu,
memadai, jelas, akurat dan dapat\diperbandingkan serta mudah
diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya'.

Dari uraian di.ataspeneliti.fertarik untuk meneliti mengenai
“Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam
Pengelolaan Wakaf Tunai pada BWU/T MUI DIY” dengan
tujuan dapat memberikan gambaran mengenai pengelolaan
wakaf tunai termasuk di dalamnya sumber-sumber serta
pengalokasian wakaf tunai, serta mengetahui pelaksanaan GCG
yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY dalam pengelolaan
wakaf tunai tersebut sebagai sebuah lembaga sosial nirlaba.

..
ibid
"’Komite Nasional Kebijakan Governance,,, him. 5



B. Rumusan Masalah

1.

Bagaimana pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh
BWU/T MUI DIY?

Bagaimana penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance dalam pengelolaan wakaf tunai pada BWU/T
MUI DIY?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.

Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini bertujuan untuk :

a) Mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan wakaf
tunai yang dilakukan-oleh- BWU/T MUI DIY.

b) Mendeskripsikan dan menganalisis penerapan prinsip-
prinsip Good -Corporate Governance pada BWU/T
MUI DIY dalam pengelelaan - wakaf tunai.

Manfaat Penelitian

Secara umum, manfaat penelitian ini meliputi dua aspek,

yaitu secara teoritis.dan praktis:

a) Manfaat teoritisyhasil-penelitian ini diharapkan dapat
memberikan sumbangan_ bagi ilmu_ manajemen
keuangan publik Tslarm; ur5u11ya difbidang manajemen
pengelolaan, Jharta wakaf, dan khususnya dalam
pengelolaan’ ‘wakaf- timai / sérta penerapan prinsip-
prinsipyGaod-Corporate Goverrancedi dalamnya.

b) Manfaat praktis,~adapun=bagi praktisi, diharapakan
penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi
BWU/T MUI DIY khususnya dan lembaga-lembaga
wakaf pada umumnya, atau pihak yang terkait di
dalamnya dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf
tunai dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance di dalamnya.

D. Sistematika Pembahasan

Sebagai upaya untuk menjaga keutuhan pembahasn ini agar

terarah dan lebih sitematis, maka penulis membagi tulisan ini

menjadi lima bagian:



Bab I adalah pendahuluan yang meliputi, pertama: latar
belakang masalah, latar belakang masalah ini merupakan
gambaran umum mengenai permasalahan seputar pengelolaan
wakaf tunai dan penerapan Good Corporate Governance pada
lembaga wakaf sehingga dari permasalah-permasalahan ini
penulis mengangkat judul ini dan kemudian melakukan
penelitian. Kedua: rumusan masalah, rumusan masalah ini
merupakan spesifikasi permasalahan yang akan diteliti, rumusan
masalah diambil dari permaslahan-permasalahan yang telah
diterangkan di latar belakang masalah, spesifikasi ini dilakukan
agar penelitian fokus dan tidak meluas. Ketiga: tujuan dan
manfaat penelitian, fnenerarigkan tehtang tujuan dari diadakanya
penelitian ini dan manfaatg/ang akan didapat dari penelitian ini.
Keempat: Telaah |pustaka) merupakan gambaran penelitian-
penelitian terdahulutyangptelah dilakukan, ini selain bertujuan
sebagai rujukan juga bertujuan | sebagai pembeda antara
penelitian terdahulu—dengdan-penelian yang sekarang. Kelima:
sistematika penulisan, merupakan fatanan penulisan upaya ini
dilakukan agar tulisan ini bisa tertata degan rapi serta
memudahkan, dah, membefikan pemaliamdn Yagi siapapun yang
membacanya.

Bab II terdiri~ydari Kajiam penelitian terdahulu yang
didalamnya membahas mengenai penelitian-penelitian relevan
yang sudah | pernaly’ dilakukan_Seb&hunnya guna menemukan
perbandingan dan mengolaborasikan konsep, teori, atau model
sebagai kelanjutan. Selain itu pada bab ini juga akan membahas
kerangka teori, didalamnya berisi tentang teori-teori yang
relevan mengenai manajemen pengelolaan wakaf tunai dan
penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance pada
pengelolaan wakaf tunai di lembaga wakaf. Teori-teori diambil
dari buku-buku, jurnal, serta pendapat para ahli yang relevan
dengan topik pembahasan.

Bab III yaitu metode penelitian yang digunakan untuk
menganalisis serta digunakan untuk menjawab rumusan masalah
pada penelitian yang dilakukan yang terdiri dari jenis penelitian,
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lokasi penelitian, sifat penelitian, informan, teknik penentuan
informan, keabsahan data, sumber data, teknik pengumpulan
data, dan teknik analisis data yang semuanya dapat mendukung
kelancaran penulis dalam penulisan penelitian.

Bab IV yaitu analisis data dan pembahasan yang meliputi
pertama: profil menegenai BWU/T MUI DIY, yang didalamnya
menjelaskan tentang sejarah berdirinya BWU/T MUI DIY
secara keseluruhan serta produk yang dimilikinya. Kedua:
analisis data, yang merupakan hal pokok dari penelitian ini
untuk mendeskripsikan serta menganalisi pengelolaan wakaf
tunai dan penerapan prinsip-prinsip Good Corporate
Governance yang dilakukan-eleh- BWU/T MUI DIY.

Bab V yaitu penutup yang ~berisi: kesimpulan dari
pembahasan yang dilakukan® dalam Bab IV serta saran-saran
yang direkomendasikan penelitimntuk BWU/T MUI DIY serta
saran-saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN
KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Adanya kegiatan penelitian selalu bertitik tolak
dari pengetahuan dan temuan yang sudah ada, dimana
seorang peneliti sebelum melakukan penelitian akan
melakukan telaah dengan cara menggali segala sesuatu
yang sudah dikemukakan ataundi temukan oleh ahli—
ahli lain atau peneliti sebelumnya.

Adanya telaah® terhadap| penelitian-penelitian
sebelumnya beftujuan  untukr ‘membantu penelitian
yang akan dilakukan untuk menyatukan dan
mengolaborasikan konsep, teori, atau model sebagai
kelanjutan, penitigkat (ataupui=penyempurna. Selain itu
adanya telaah terhadap penelitian terdahulu juga
berguna,_ ,untulk ..menjelaskan_.perbedaan antara
penelitian” yang akan dikakukan denganpenelitian
yang sudah adat

Adapun “telaali " pustaka “yang dilakukan oleh
peneliti Saat[ini)idlah dengan menggali apa-apa yang
sudah dikemukakan oleh peneliti-peneliti terlebih dulu
yang meneliti tentang pengelolaan wakaf tunai dan
penerapan Good Corporate Governance pada lembaga
badan wakaf.

Penelitian yang dilakukan oleh Thomas S. Kaihatu
tentang  Good  Corporate  Governance  dan
Penerapannya di Indonesia'. Dalam penelitian ini
disimpulkan bahwa good corporate governance

"Thomas S,Kaihatu, “Good C orporate  Governance dan
Penerapannya  di Indonesia”,  Jurnal  Manajemen  dan
Kewirausahaan,Vol 8, No 1, (Maret 2006).

10
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(GCG) merupakan sistem yang mengatur dan
mengendalikan perusahaan guna menciptaksan nilai
tambah (value added) untuk semua stakeholder.
Konsep ini menekankan pada dua hal yakni, pertama,
pentingnya hak pemegang saham untuk memperoleh
informasi dengan benar dan tepat pada waktunya dan,
kedua, kewajiban perusahaan untuk melakukan
pengungkapan (disclosure) secara akurat, tepat waktu,
transparan  terhadap semua informasi kinerja
perusahaan, kepemilikan, dan stakeholder. Terdapat
empat komponen utama yang diperlukan dalam konsep
Good  Corporate ,~Goyernapce,  yaitu fairness,
transparency, accountability, danyesponsibility.
Penelitian yang dilakukan ©oleh Syafrudin Arif
tentang Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme
Retribusi Keuangan- Islam’) Metdde penelitian yang
digunakan mengunakan metode Kualitatif deskriptif
dengan mengkaji -Kkajian-kajian_ .mengenanai wakaf
tunai sebelumnya. Dalam-konteks' pemanfaatan cash
wagf untuk dunia pendidikan, ada tiga filosofi dasar
yang perlu ditekankar yaitts, alokasi lcashwagf harus
dilihat dalam bingkai “proyek yang terintegrasi”,
bukan bagian-bagian’ dari biaya-biaya yang terpisah-
pisah, asasjkesejahteraan mazhir;-asas transparansi dan
accountability di'mana-badan wakafdad lembaga yang
dibantunya harus malaporkan setip tahun akan proses
pengelolaan dana kepada umat Islam dalam audited
financial report termasuk kewajaran dari pos biayanya.
Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Huda, Desti
Anggraini dkk mengenai Akuntabilitas Sebagai

“Syafrudin Arif,”Wakaf Tunai Sebagai Alternatif Mekanisme
Retribusi Keuangan Islam™, Jurnal La-Riba Vol, 4, No 1,(Juli 2010).
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Sebuah solusi Pengelolaan Wakaf®. Penelitian
dilakukan pada dua objek lembaga wakaf yakni
Lembaga Badan Wakaf Indonesia provinsi Riau dan
Lembaga Badan Wakaf provinsi Sumbar. Metode yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah metode Analytic
Hierarchy Process (AHP) yakni sebuah teori
pengukuran melalui perbandingan berpasangan yang
bergantung kepada penilaian para pakar yang dapat
menghasilkan skala prioritas, yang melalui tiga
tahapan yakni konstruksi model, kuantifikasi model
dan sintesis serta analisis. Berdasarkan hasil dan
pembahasan pgnelitian”yang dilakukan terdapat tiga
macam prioritasinasalah,dan solusi pengelolaan wakaf
yang dibagi |berdasarkan (pemangku kepentingan
(stakeholder) wakaf\tyaitu’ regulator, pengelola wakaf
(Nazhir), serta -wakif, (orang”’yang memberi wakaf).
Aspek paling bermasalah~dalam pengelolaan wakaf di
Sumbar adalah’nazhir, sedangkan di Riau aspek paling
bermasalah adalah wakif. Permasalahan nazhir yang
paling utdrha, di’ SUmbar) adalah™zaz/ir Bukan sebagai
profesi utama, sementara di Riau adalah rendahnya
kompetensi nazhir dalafm\mengelola wakaf. Prioritas
permasalahan wakif di Riau adalah pemberian wakaf
secara langsung'kepada ‘personalysementara di Sumbar
adalah wakif tidak koordinasi dengan ahli waris.
Prioritas masalah dalam pengelolaan wakaf di Sumbar
dan di Riau dari aspek regulator adalah sosialisasi UU
yang masih kurang. Prioritas masalah pengelolaan
wakaf tersebut menunjukkan permasalahan dalam
akuntabilitas pengelolaan wakaf khususnya dari aspek
nazhir.

*Nurul Huda, Desti Anggraini dkk, “Akuntabilitas Sebagai
Sebuah  solusi  Pengelolaan ~ Wakaf”, Jurnal  Akuntansi
Multiparadigma,Vol 5, No 3,(Desember 2014)
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Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Arief
Budiman yang berjudul Akuntabiltas Lembaga
Pengelolaan Wakaf®, Pada penelitian ini membahas
pentingnya transparasi dan juga akuntabiltas yang
harus diterapkan oleh lembaga wakaf sebagai bentuk
dari perwujudan Good Corporate Governance.
Penelitian ini mengambil empat objek lembaga wakaf
yakni; Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah,
Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung, Badan Wakaf
Universitas Islam Indonesia, Pos Keadilan dan Peduli
Umat (PKPU). Hasil dari penelitian ini menjelaskan
bahwa pengaruh akuntabilitas—terhadap pengelolaan
wakaf terjadi secaractidak Tangsung.|Maksudnya bahwa
lembaga yang | Kredibel . dan;| akuntabel akan
memperoleh kepercdyaan publik; sehingga organisasi
tersebut mendapatkan kepercayaan dari masyarakat
sebagai lembaga wakaf yang amanah dan profesional.
Seiring dengan semakin, bertambahnya kepercayaan
publik, lembaga-lenibaga wakaf tersebut mendapatkan
amanat dari umat berupa wakaf maupun usaha-usaha
lain yang dijalankan oleh=lentbaga tersebut.,~Adapun
mekanisme akuntabilitas yang  dilakukan lembaga-
lembaga pengelolaswakaf, terdiri dati.dua model, yaitu:
Akuntabilitas ;medel.-Jegalisme ~dan Akuntabilitas
model komunalisme.

Penelitian yang dilakukann oleh Rozalinda yang
berjudul Manajem Resiko Investasi Wakaf Uang’ .
Dalam penenlitian ini menyebutkan bahwa nazir
berkewajiban  menjalankan  pengelolaan  risiko
(manajemen risiko) terhadap harta benda wakaf.
Manajemen risiko merupakan pilar penting dalam tata

‘Ahmad Arief Budiman, “Akuntabiltas Lembaga Pengelolaan
Wakay”, Jurnal Walisongo, Vol 19, No 1, (Mei 2011).

*Rozalinda, “Manajem Resiko Investasi Wakaf Uang”, Jumal
Islamica”, Vol 6, No 2, (Maret 2012).
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kelola organisasi yang baik atau good corporate
governance (fairness, (ransparancy, accountability,
responsibility, dan independency) sehingga hal itu
mutlak diterapkan dalam pengelolaan wakaf. Selain itu
juga dalam peneliian ini dijelaskan bahwa salah satu
strategi dalam pengelolaan wakaf uang adalah adanya
penerapan good corporate governance. Penerapan
good corporate governance ini menjadi salah satu
sustainable competitive advantage bagi lembaga
pengelola wakaf, sebagai sebuah proses, sistem,
struktur dan aturan yang memberikan suvatu nilai
tambahan bagi lembaga‘pengelola wakaf uang.

Penelitian | yang dilakukan| oleh Ahmad Atabik
tentang ManajemenPengeloldan Wakaf Tunai di
Indonesia®. Penelitainiyang dilakukan bersifat dekriptif
kualitatif, dimama pada penélitian menggambarkan
mengenai kondisi-wakaf“tunai-di Indonesia. Menurut
peneliti bahwa wakaf tunai- dan juga pengelolaanya
secara profesional masih berupa wacana dan belum
banyak pihak,ataulenibaga‘yang bisa/menetima model
wakaf tunai ini. Wakaf tunai mempunyai manfaat yang
tidak dimiliki_~eleh wakafi\benda tidak bergerak.
Manfaat itu adalah wakaf tunai bisa bervariasi
jumlahnya¥sehingga 'seseorang yang-memiliki dana
terbatas sudah bisa memulai memberikan dana
wakafnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah
terlebih dahulu. Peralihan pemikiran dari wakaf barang
mati ke wakaf tunai bisa mudah dikelola dan
dikembangakan asal modal asalnya disimpan rapat.
Wakaf tunai juga dapat membantu sebagian lembaga-
lembaga pendidikan Islam yang cash flownya
terkadang kembang kempis.

SAhmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di
Indonesia” Jurnal Ziswaf, Vol 1,No.1, (Juni 2014).



15

Penelitian yang dilakukan oleh Abas Sambas
tentang Perkembangan Pengelolaan Wakaf di
Indonesia:  Potensi dan  Tantangan’.  Peneliti
menjelaskan bahwa pemanfaatan potensi wakaf di
Indonesia terus mengalami perubahan. Pemanfaatan
wakaf dalam hal-hal produktif menjadi indikator
bahwa pengembangan perwakafan di Indonesia sangat
progresif. Wakaf kini tidak lagi identik dengan tanah
dan bangunan, melainkanh pemanfaatnnya secara
produktif sehingga menghasilkan benefit yang dapat
digunakan bagi pengembangan pendidikan, sarana
kesehatan dan dakwah-secara-luas.

Penelitian yang dilakukan -oleh Fahmi Medias
dengan judul Paradigma BaruiManajemen Dana Wakaf
di Indonesia®. Meétode: yafg digunakan dalam
penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil dari
penelitian ini menyimpulakah baliwa manajemen dana
wakaf menempati posisi teratas. dan paling penting
dalam mengelola dana wakaf’secara produktif. Baik itu
manajemen perencanaan, pengorganisasian,
pelaksanaan ‘dan ‘pengelolaan, .Sexta pengendalian dan
pengawasan. Tujuan.dari adanya pengawasan tersebut
adalah supaya lembaga..wakafl ddpt bekerja secara
profesional, ), dan—, berpengaruh ¢~kepada tingkat
kepercayaan'masyarakat.

Penelitian yang pernah dilakukan oleh Miftahul
Huda tentang Manajemen Fundaraising Wakaf Potret
Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta dalam Menggalang Wakaf®. Penelitian

"Abas Sambas, “Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia
Potens: dan Tantangan”, Jurnal Bimas Islam Vol.7. No.IV (2014).
*Fahmi Medias, “Paradigma Baru Manajemen Dana Wakaf di
Indones:a” Jurnal Rasail, Vol.1, No.2. (2014)
*Miftahul Huda, “Manajemen Fundaraising Wakaf Potret
Yayasan Badan Wakaf Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dalam
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yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan
menggunakan metode kualitatif. Dalam penelitian ini
dijelaskan bahwa strategi yang digunakan oleh
YBWUII dalam menghimpun dana wakaf adalah
dengan direct mail/surat atau juga proposal, kampanye
atau sosialisasi melalui media, menghimpun dana dari
perusahaan atau dunia usaha, dan melakukan jaringan
alumni dan mahasiswa. Selain itu YBWUII juga
melakukan produktifitas aset-aset wakaf yakni dengan
cara membangun unit-unit usaha dan ekonomi yang
menghasilkan pendapatan bagi nazhir.

Penelitian yang>'dilakukan, oleh Aldira Maradita
dengan  judul< Karakteristtk Good Corporate
Governance |pada_Bank O Syariah dan Bank
Konvensional'%ii Metode” yang digunakan dalam
penelitian ini|Zadalah| metode perbandingan Good
Corporate Governanéé antara-antara Bank Syariah dan
Bank Konvensional.”") Dari/] hasil  penelitiannya
disimpulkan  bahwa konsep Good Corporate
Gavernarce\antafa-bank konvensional ‘deéngan bank
syariah pada dasarnya adalah sama, namun yang
menjadi pembeda diaitara/\keéduanya ialah adanya
syariah compliance yaitu kepatuhan pada syariah,
kemudian‘adanya.Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Penelitian yang dilakukan oleh Najibah Musthofa
dan Mohd Zamro Huda dengan judul Educational
Waqf Management in Malasia’s Higher Education
Instititions: Review of Literature’’. Metode yang

Menggalang Wakaf”?, Jurnal Justitia Isalamica,Vol. 11,No 1,(Januari-
Juni 2014).

"Aldira Maradita, “Karakteristik Good Corporate Governance
pada Bank Syariah dan Bank Konvensional”, Jurnal Yuridika, Vol 29,
No 2, (Mei-Agustus 2014).

"Najibah Musthofa dan Mohd Zamro Huda, “Educational Waqf
Management in Malasia’s Higher Education Instititions: Review of
Literature”,Jurnal [JMS 21,No 2,(2014), him.63-81.
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digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode
kualitatif yakni sebuah kajian dengan mengunakan
metode pengumpulan data melalui analisis kandungan
data. Dalam penelitain ini dijelaskan bahwa ada lima
permasalahan yang menjadi sorotan utama dalam
wakaf untuk pendidikan yakni, keuangan (sumber-
sumber wakaf), pemasaran, sumber daya manusia
(nazhir), pengelolaan, dan transparasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syafiq
dengan judul Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan
Usaha Kecil'Z, Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah-—kualitatif-deskriptif. Hasil dari
penelitian ini menyimpulakan bahwa wakaf tunai dapat
digunakan sebagai| sarand unituk pemberdayaan usaha
kecil, dengan jalan|pembetianspinjaman gardhul hasan.
Sehingga usaha kecil tidak perlu miengajukan pinjaman
ke bank sebagai miodal usaha. Terlebih bagi usaha
yang baru akan mulai; Dalan pelaksanaannya perlu
adanya pendampingan’/usaha’'dan’ manajerial, serta
monitoring.

Penelitian | ‘yang= dilakukan | oléh, ~Achmad
Muchaddam Fahham dengan judul Pengelolaan Wakaf
Tunai di Lembaga+<Pengelolaan Wakaf dan Pertanahan
PWNU DIY":. _Metode, yang digunakan dalam
penelitian ini adalah“kualitatif-déskriptif. *Hasil dari
penelitian ini menyimpulakan bahwa penghimpunan
wakaf uang yang dilakukan dengan dua tahapan, yakni
sosialisasi dan pemberian sertifikat wakaf. PWNU
bekerjasama dengan Bank BPD DIY syariah sebagai
penerima dan penyimpan wakaf tunai. Nilai manfaat

2Ahmad Syafiq, “Wakaf Tunai Untuk Pemberdayaan Usaha
Kecil”, Jurnal ZISWAF, Vol. 1, No. (2, Desember 2014).

“Achmad Muchaddam Fahham, “Pengelolaan Wakaf Tunai di
Lembaga Pengelolaan Wakaf dan Pertanahan PWNU DIY”, Jurnal
Aspirasi Vol. 6 No. 1,(Juni 2015).
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yang diperoleh dari investasi itu digunakan sebagai
dana pinjaman produktif tanpa bunga. Dana pinjaman
itu harus dikembalikan oleh peminjam kepada
Lembaga Pengelola Wakaf dan Pertanahan PW NU
DIY.

Penelitian yang dilakukan oleh Maulidan dengan
judul Pengaruh Good Corporate Governance dan
Corporate  Fianancial ~ Performance  terhadap
Corporate  Social Responsbility’’. Penelitian ini
bertujuan untuk menguji pengaruh GCG, dan CFP
terhadap CSR. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan regresi-linear berganda (multiple linear
regression) dengan melihat péngaruh yang terjadi dari
variabel bebas terhadap variabel terikat yang bertujuan
untuk mengetahui apakah”gogd corporate governance
dan CFP berpengaruhfterhadap |CSR. Pengolahan data
dilakukan dengan—‘menggunakan program SPSS
(Statistical Package| fori |Social Science) versi 20.
Berdasarkan pembahasan hasil penelitian yang telah
dikemukakan, sebelininya,dapat|disimplkan bahwa:
Pertama, good corporate governance dan CFP secara
bersamasama| bespengaruh siguifikan terhadap CSR
pada BUS di Indonesia tahun 2011-2013. Kedua, GCG
berpengartb| signifikan“terliadap (CSR, pada BUS di
Indonesia tahun 2011-2013. Ketiga, CFP tidak
berpengaruh signifikan terhadap CSR pada BUS di
Indonesia tahun 2011-2013.

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Syafiq
dengan judul Urgensi Peningkatan Akuntabilitas

“Maulidan, “Pengaruh Good Corporate Governance dan
Corporate Fianancial Performance terhadap Corporate Social
Responsbilit”, Jurnal Dinamika Akuntan dan Bisnis Vol.2 No. 2,
(2015), him. 136-151



19

Lembaga Pengelolaan Zakat'’. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif
deskriptif. Hasil dari penelitian ini menyimpulakan
bahwa potensi zakat di Indonesia sangatlah besar
mencapai hampir Rp 217 triliun pertahun, namun
realisasinya masih rendah. Hal ini disebabkan salah
satunya karena rendahnya tingkat kepercayaan
masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat,
sehingga banyak masyarakat yang membayarkan
zakatnya langsung kepada mustahik. Peningkatan
akuntabilitas lembaga pengelola zakat menjadi sangat
mendesak  (urgent)——untuk—_dilakukan,  guna
menumbuhkan  kepercayaan masyarakat kepada
lembaga pengelold ~zakat. [ Peningkatan akuntabilitas
lembaga pengelola ‘zakat dapat-dilakukan melakui
peningkatan pengawasan | dan pelaksanaan sistem
pengendalian internal yang baik.

Penelitian yang dilakukan oleh Hendro Setyadi
dengan judul Pengelolaan'Pengembangan wakaf Uang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006
Pasal 48 Pada Bank' BPD PIY Syariah'°/Metode yang
digunakan dalam _.penelitian ini  adalah kualitatif
deskriptif. Dari hasil penefittan’ menunjukkan secara
umum pengelolaan,dan.pengembangan wakaf vang di
Bank BPD'DIY 'Syartalf telah"dilakukan s€cara efektif.
Dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di
Bank BPD DIY Syariah, Bank BPD DIY Syariah
berperan sebagai nazhir dalam penghimpunan dana
dan sebagai lembaga penyimpan dana pokok wakaf.
Sedangkan untuk penyalurannya bank BPD DIY

"Ahmad Syafiq, “Urgensi Peningkatan Akuntabilitas Lembaga
Pengelolaan Zakat”, Jurnal ZISWAF, Vol. 3, No. 1, (Juni 2016)

“Hendro Setyadi, “Pengelolaan Pengembangan wakaf Uang
Berdsarkan Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2006 Pasal 48 Pada
Bank BPD DIY Syariah”, Jumal Igtishodia Vol. 2, No. 1, (Maret
2017)
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Syariah bekerjasama dengan Badan Wakaf Uang /
Tunai (BWUT) agar tepat sasaran. Sehingga dapat
disimpulkan  bahwa praktik pengelolaan dan
pengembangan wakaf uang Bank BPD DIY Syariah
telah sesuai dengan ketentuan pasal 48 Peraturan
Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ayat 1 sampai dengan
5.

Berdasarkan dari beberapa penelitian terdahulu
yang telah diuraikan diatas, terdapat beberapa
penelitian yang sudah pernah dilakukan mengenai
pengelolaan wakaf tunai dan juga penelitian mengenai
pentingnya pefierapan ~akuntabilitas pada lembaga
wakaf, baik itu|penelitién, secara global atau penelitian
yang khusus ditunjukan pada [satu lembaga wakaf.
Akan tetapi sampai‘Saatvini fmasih belum ditemukan
penelitian yang membahas mengenai wakaf tunai dan
juga penerapan prinsip<prinsip-GCG pada BWUT MUI
DIY. Untuk lebih jelas mengenai perbandingan dengan
penelitian terdahulu dapat pada tabel berikut ini yang
mehjélaskan \ méngenal perbadingan’\ dari. beberapa
penelitian terdahulu.

Tabelh Perbandingan/dengan Penelitian

terdahulu
Nama Peneliti, Metode dan Perbandingan
Judul Penelitian Hasil dengan
dan Penerbit Penelitian Penelitian
terdahulu
Nama : Ahmad Metode : Persamaan :
Arief Budiman Kualiatif Dalam penelitian
Judul : Akuntabiltas | Hasil : ini dijelaskan
Lembaga Pengaruh pentingnya
Pengelolaan Wakaf | akuntabilitas | akuntabilitas
Penerbit : Jurnal terhadap lembaga wakaf
Walisongo, Vol 19, | pengelolaan yang menjadi
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No 1, Mei

wakaf terjadi | salah satu dari
Tahun : 2011 secara tidak prinsip good
langsung , corporate
lembaga yang | governance
kredibel dan | Perbedaan :
akuntabel Dalam penelitian
akan ini penerapan
memperoleh | akuntabilitas
kepercayaan | tidak ditunjukan
publik, khusus untuk
sehingga wakaf tunai.
organisasi Selain itu bahwa
tersebut prinsip-prinsip
mendapatkans | good corporate
kepercayaan - | governa tidak
dari hanya terletak
masyarakat pada
sebagai akuntabilitas
lembaga saja.
wakaf yang
amanali‘'dan
' profesional.
Nama : Rozalinda Metode : Persamaan :
Judul : Manajem Kualitatif Benelitian ini
Resiko Investasi Hasil: Nazhit ~|"'ménempatkan
Wakaf Uang berkewajiban | pentingnya
Penerbit : Jurnal menjalankan | penerapan Good
Islamica,Vol 6, No | pengelolaan Corporate
2, Maret resiko sebagai | Governance
Tahun : 2012 pilar penting | dalam lembaga
dalam tata wakaf sebagai
kelola salah satu
organisasi pengelolaan
yang baik resiko.
(Good Perbedaan :
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Corporate
Governance).
Penerapan
Good
Corporate
Governance
ini menjadi
salah satu
sustainable
competitive
advantage
bagi'lembaga
péngelola
wakaf)
sebagai
sebuah proses,
S1stemy;
struktur-dan at
aturan yang

Penelitian
terdahulu bersifat
umum sehingga
tidak tertuju pada
sebuah lembaga
wakaf tertentu.
Untuk penelitian
yang akan
dijalankan tidak
terfokus pada
manajemen
resiko yang
diterapkan oleh
lembaga wakaf.

memberikah

suatu nilai

tanibahan

bagi lembaga

pengelola

wakaf uang.
Nama : Ahmad Metode : Persamaan :
Atabik Kualitatif Penelitian
Judul : Manajemen | Hasil : wakaf | terfokuskan pada
Pengelolaan Wakaf | tunai dan juga | pengelolaan
Tunai di Indonesia | pengelolaanya | wakaf tunai dan
Penerbit : Jurnal secara juga
Ziswaf, Vol 1,No.1, | profesional menggunakan
Juni masih berupa | metode
Tahun : 2014 wacana dan kualitatif.

belum banyak | Dalam penelitian
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pihak atau ini dijelaskan
lembaga yang | mengenani
bisa mobilisasi,
menerima pemanfaatan
model wakaf | serta investasi
tunai ini wakaf yang
Peralihan dapat menjadi
pemikiran acuan dalam
dari wakaf manajemen
barang mati pengelolaan
ke wakaf wakaf tunai.
tunai-bisa Perbedaan :
mudah Penelitian ini
dikelola dan menggambarkan
dikembangaka | kondisi
n asalimodal 7| pengelolaan
asalnya wakaf tunai
disimpan secara umum di
rapat. Wakaf—| Indonesia.
tunai juga
dapat
membantu
sebagian
lembagaz
lembaga
pendidikan
Islam yang
cash flownya
terkadang
kembang
kempis.
Nama : Fahmi Metode : Persamaan :
Medias Judul : Kualitatif Dalam penelitian
Paradigma Baru Hasil : sebelumnya
Manajemen Dana manajemen dijelaskan
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Wakaf di Indonesia
Penerbit : Jurnal
Rasail, Vol.1, No.2.
Tahun : 2014

dana wakaf
menempati
posisi teratas
dan paling
penting dalam
mengelola
dana wakaf
secara
produktif.
Baik itu
manajemen
perencanaan,
petigorganisas
ian,pelaksana
an dan
pengelolaan,s
erta

mengenai
pentinggnya
manajemen dana
wakaf termasuk
didalamnya
manajemen
pengawasan
yang berkaitan
erat dengan
prinsip GCG.
Perbedaan :
Penelitian
sebelumnya
mencakup
pengelolaan
wakaf secara

umu di Indonesia

pengendalian | sedangkan
dan penelitian saat
pengawasar ini Ranya tertuju
pada pengeloaan
wakaf tunai oleh
BWUT MUI
DLY.
Nama : Aldira Metode : Persamaan :
Maradita Perbandingan | Pada penelitian
Judul : Karakteristik | Hasil : konsep | ini dijabarkan
Good Corporate Good mengenai
Governance pada Corporate penerapan Good
Bank Syariah dan Governance Corporate

Bank Konvensional

antara bank

Governance pada

Penerbit : Jurnal konvensional | lembaga
Yuridika, Vol 29, dengan bank | keuangan
No 2, Mei-Agustus | syariah pada | syariah.
Tahun : 2014 dasarnya Perbedaan :
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adalah sama, | Peneltian
namun yang sebelumnya
menjadi terfokuskan pada
pembeda penerapan good
diantara corporate
keduanya governance pada
adalah adanya | lembaga
syariah perbankan
compliance dengan
yaitu menggunakan
kepatuhan metode
pada-syariah;-_| perbandingan
kemudian antara syariah
adanya dan
Dewan konvensional.
Pengawas
Syariah (DPS)
Nama : Hendro Metode : Persamaan :
Setyadi Judul : Kualitatif Penelitian
Pengelolaan Hasil : Bank | terfokuskan pada
Pengembangan BPD DILY. pengelolaan
wakaf Uang Syariah wakaf tunai dan
Berdasarkan berperaf juga
Peraturan sebagai menggunakan
Pemerintah No.42 nazhir dalam “{"métode
Tahun 2006 Pasal penghimpuna | kualitatif. Dan
48 Pada Bank BPD | n dana dan menjadikan BPD
DI1Y Syariah sebagai DIY Syariah
Penerbit : Jurnal lembaga sebagai objek
Iqtishodia Vol. 2, penyimpan penelitian yang
No.1,Maret dana pokok bekerjasama
Tahun : 2017 wakaf. dengan BWUT
Sedangkan MUI DIY.
untuk Perbedaan :
penyaluranny | Dalam penelitian
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a bank BPD | sebelumnya
DIY Syariah | hanya
bekerjasama | terkhususkan agi
dengan pengeloaan
Badan Wakaf | wakaf tunai saja
Uang / Tunai | dan tidak
(BWUT) agar | membahas
tepat sasaran. | mengenani
penerapan
prinsip-prinsip
GCG.

Sumber : Data primer 'dielah (2017)

B. Kerangka Teori
1. Pengertian dan‘Dasar Hukum Wakaf

Menurut” bahasa, wakaf berasal dari kata
bahasa arab wagafa\~yaqifu-waqfan yang berarti
menahan atau-bethenti|di*témpat, lawan dari kata
istamarra  yang berarti berjalan terus. Secara
bahasagArab wagf bersinonim-(¢araduf}-dengan kata
habs yang berarti-menalan, dari‘akar‘kata habasa-
yahbisu-habsan!

Perkataan wakaf juga dikenal dalam istilah
IImu fajwid ydng) bermakna-menghentikan bacaan,
baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas
sementara. Bahkan wakaf dengan makna berdiam di
tempat juga dikaitkan dengan Wukuf yakni berdiam
di Arafah pada tanggal 9 Zulhijah ketika
menunaikan ibadah haji'’. Menurut istilah, wakaf
adalah penahanan harta yang dapat diambil
manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk

""Mohammad Daud Ali,Sistem  Ekonomi Islam: Zakat dan
Wakaf,Cet.1,(Jakarta : Ul Press, 1998), hlm. 180
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penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk
mendapatkan keridhaan Allah'®.

Secara harfiah wakaf bermakna pembatasan
atau larangan. Sehingga kata Waqf (jama’ Auqaf)
digunakan dalam Islam untuk maksud pemilikan
dan pemeliharaan harta benda tertentu untuk
kemanfaatan sosial tertentu yang ditetapkan dengan
maksud mencegah pengunaaan harta wakaf tersebut
diluar tujuan khusus yang telah ditetapkan tersebut.

Sementara dalam UU RI No. 41 Tahun 2004
tentang wakaf, disebutkan bahwa wakaf adalah
perbuatan  hukunt—wakif ,—untuk memisahkan
dan/atau menyetahkan sebagian harta benda
miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka waktu tertentuwsesuiai denagn kepentingan
guna keperluan|>ibadah! /dan ‘atau kesejahteraan
umum menurut syariah '’}

Dalam perspektif;~ ekonomi, wakaf dapat
didefinisikan sebagai’ petigalihan dana atau aset
lainya dari keperluan konsumsi dan
menginvestasikan ke dalam._aset | produktif> yang
menghasilkan pendapatan untuk konsumsi di masa
yang akan dating 'bailk’ oleh “individual ataupun
kelompol??,

Dari beberapa definisi diatas; méngindikasikan
sifat abadi wakaf atau dengan ungkapan lain, istilah
wakaf diterapkan untuk harta benda yang tidak
musnah dan manfaatnya dapat diambil tanpa
mengonsumsi harta benda itu sendiri. Oleh

¥Basjir Azhar dalam Imam Suhadi. Wakaf untuk Kesejahteraan
Umat,(Yogyakarta: PT. Dama Bhakti Prima Yasa), hlm. 18

®UU RI No.41 Tahun 2004, tentang wakaf Bab I1Pasal 1.
Pengertian di atas hampir sama dengan peraturan terdahulu (KHI)
Buku III hukum Perwakafan Bab 1 Pasal 25

PFarid Wadjdy. Mursyid, Wakaf dan Kesejahteraan Umat,
(Yogyakarta : Pustaka pelajar, 2007), him. 30
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karenanya wakaf identik dengan tanah, kuburuan,
masjid, langgar, meskipun ada pula wakaf buku-
buku, mesin pertanian, binatang ternak, saham dan
aset, serta uang tunai (wakaf tunai/ cash wagf).

Dengan demikian, secara garis besar wakaf
dapat dibagi dalam dua kategori pertama, direct
wakaf diamana aset yang ditahan atau diwakafkan
dapat menghasilkan manfaat atau jasa yang
kemudian dapat digunakan oleh orang banyak
seperti rumah ibadah, sekolah dan lain-lain. Kedua,
adalah wakaf investasi (aset yang diwakafkan
digunakan untukSinvestasikan). Wakaf seperti ini
dikembangkan untuk, menghasilkan produk atau
jasa yang |udapat ¥dijual) | untuk menghasilkan
pendapatan dimana,pendapatan tersebut kemudian
digunakan |Entuk | membangun fasilitas-fasilitas
umum seperti-masjidy-pusat kegiatan umat I[slam
dan lain-lain®},

Secara teks, wakaf tidak terdapat dalam Al-
Qurtan' | day’ [Zas-Sunnali; | fiamun @niakna dan
Kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber
hukum Islam=tersebut.\Di\dalam Al-Qur’an sering
menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang
menyatakan/ tentang\ derma) haita, (infaq) demi
kepentingan umum. Sedangkan dalam hadits sering
kita temui ungkapan wakaf dengan ungkapan habs
(tahan).

Semua ungkapan yang ada dalam Al-Qur’an
dan al-hadits senada dengan arti wakaf ialah
penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya
tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang
mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan
keridhaan Allah SWT. Benda yang diwakafkan

ibid, him. 31
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hasus bersifat tahan lama dan tidak mudah musnah.
Harta yang diwakatkan kemudian menjadi milik
Allah, dan berhenti dari peredaran (transaksi)
dengan tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh
diwariskan dan tidak boleh dihibahkan®. Al-
Qur’an, Surat Ali Imran ayat 92:

8 A 60 on T8 L &slad e T8 o0 011,08 o
Artinya: Kamu tidak akan mendapat nilai

kebajikan sebelum menafkahkan sebagian harta

yang kamu cintai._Apapun_ang kamu nafkahkan,

Allah Maha Mengetdhuiryo®.

Surat Al-Baqarahayat 267:

G o8 BRAT Uy B il o Tl 500 ol o)
saadd o ) aalbind s § e Tl 255 ¥ 5 5o
A e A G isaleis

Artinya: Hai . orang{orang yang beriman,
nafkahkanlah yang baik-dari-yang kamu hasilkan
dan dari hasil bumi yang Kami tumbuhkan. Jangan
kamu \sisikkan fyang |burie, untuk/ dinafkahkan,
sedang kamu sendiri tidak mau mengambilnya

kecuali dengan ‘memejamkan mata. Dan ketahuilah,
bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji**.

Di dalam hadits ada banyak hadits tentang
wakaf. Menurut Rahmat Djatnika terdapat enam
hadits yang menejelaskan wakaf yang tidak
berulang?. Diantaranya sabda Rasullulah saw:

2Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman Pengelolaan dan
Pengembangan Wakaf,( Jakatra : Departemen agama RI, 2006), him.
31

BTim Penerjemah Al-Qur’an Ull, A/-Qur’an dan Terjemahan
Artinya,(Yogyakarta: Ul Press, 2005), him. 109

*ibid, hlm. 79

®Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman, hlm. 33
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Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. Dia
berkata: “Umar ra. Mendapatkan jatah sebidang
tanah di khaibar kemudian dia menghadap Nabi
SAW untuk meminta pendapat beliau. Umar
berkata: “ya—Rosullah—aku mendapatkan jatah
tanah di | Khaibar dan, | belum pernah aku
mendapatkan-harta yang lebih berharga dari pada
tanah tersebut’ly, “BeliauObersabda: “Jika kamu
mau, kamul boleli"waqgafkan tanahnya dan
sedekahkanlah hasilnya” Ibnu Umar berkata:
“Maka Umarpun_menyedékahkan hasilnya dengan
syarat  tanahnya” tiddks+(boleh  dijual,  tidak
diwariskan dan’'tidak’” pula dihibahkan. Adapun
hasilnya dia sedekahkan kepada fakir, miskin, fi
sabililah, \kepada ibnu ~sabil| ddn\ tamy. Adapun
orang yang mengelola tanah tersebut tidak
mengapa | memakan \ hasilnya sesuai  dengan
kebutuhan dan memberi makan kepada teman

dengan | Syaraf tidok menyimpannya (Muttafaqun
‘alaih)®.

Para sahabat sepakat bahwa hukum wakaf
sangat dianjurkan dalam Islam dan tidak satupun
diantara para sahabat yang menafikan wakaf.
Sedangkan hukum wakaf menurut sahibul mazhab
(Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi’i
dan Imam Ahmad bin Hambal) tidak terdapat
perbedaan yang signifikan. Menurut Imam Malik,

®Imam Abu Husein Muslim bin Hajaj, Sahih Muslim Juz 3
(Beirut: Daar al-Fikr, 1992), hlm. 1255
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Imam Syafi’i dan Imam Ahmad hukum wakaf
adalah sunah (mandub). Sedangkan menurut ulama’
Hanfilyah hukum wakaf adalah mubah (boleh).
Sebab wakaf non muslimpun hokum wakafnya sah.
Namun demikian, wakaf nantinya bisa menjadi
wajib apabila wakaf itu menjadi objek dari nazhir®’.
. Pengertian wakaf Tunai
Perkembangan wakaf di Indonesia, menurut
pandangan Syafi’i Antonio, ketika memberikan kata
pengantar atas buku yang ditulis oleh Achmad
Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, dia membagi tiga
periode besar perkembangan-wakaf di Indonesia®®.
Periode Tradisional, dalam |periode ini, wakaf
masih ditempatkan s€bagai @jaran yang murni,
dimasukkan dalamugykategori’ | ibadah Mahdah
(pokok), yaitu|-kebanyakan rbenda-benda wakaf
diperuntukan untuk pembangunan fisik, seperti
masjid, musholla, pesantren, Kuburan, yayasan dan
sebagainya. Sehingga' keberadaan wakaf belum
memberikan konstribusi sosial yang lebih luas
karena | Manya\intuk kepefitingan syang “bersifat
konsumtif. Selain  itu paham-paham yang tidak
kalah menonjol-pada. /masa ‘periode ini seperti
adanya jikrar—wakaf yang—banyak menggunakan
pernyataan lisan “ketimbang: “menyertakan  bukti
tertulis, harta yang diwakafkan lebih banyak pada
benda-benda yang tidak bergerak seperti tanah,
sehingga peruntukannya tidak makasimal untuk
kebajikan, boleh tidaknya tukar menukar harta
wakaf, nazhir berdasarkan ketokohan, serta tata
hukum yang kurang.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Pedoman,,,, him. 34
% Achmad Djunaidi, Thobieb Al-Asyhar, Menuju,,,, hlm. v-vi
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Periode semi professional, periode ini adalah
masa dimana pengelolaan wakaf secara umum sama
dengan periode tradisional, namun pada masa ini
sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan
wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal.
Pola semacam ini telah dilakukan oleh pondok
pesantren modern As-Salam Gontor, Ponorogo,
Yayasan wakaf Sultan Agung Semarang yang
secara khusus mengembangkan dana wakaf untuk
kesehatan dan pendidikan.

Periode profesional, periode ini adalah kondisi
dimana wakdf mémpunyai Kekuatan ekonomi umat
mulai diperlatikangpdilirtk| untuk diberdayakan
secara profesional/produktifi Dalam periode ini isu
yang dijadikan rujukan dalam pengelolaan wakaf
secara profesional | adalali | munculnya gagasan
wakaf tunai“yang”digulirkan oleh ekonom asal
Bangladesh 5 Prof.”) M.A.!] Mannan. Kemudian
muncul juga gagasan wakaf investasi yang di
Indonesia\di/ muldi_oléh. Tazkia/Consulting dan
Dompet Dhuafa Republika bekerjasamadengan
Batasa (BTS)eapitallbeberapa waktu yang lalu.

Dewasa ini, dengan melihat perkembangan
zaman, ‘dan_sesuatu yang tidak dapat dihindarkan
lagi tentang pentingnya uang (bentuk kontan) dalam
bertransaksi, maka kalangan ulama’ Indonesia,
dalam hal ini adalah MUI telah merespon positif
wakaf tunai. Pada tanggal 11 Mei 2002 MUI
mengeluarkan fatwa tentang diperbolehkannya
wakaf tunai (waqf al-nuqud), dengan syarat nilai
pokok wakaf dijamin kelestariannya dan dapat
dimanfaatkan untuk waktu yang tidak terbatas®.

¥Suhrawardi K. Lubis, dkk., Wakaf,,,hlm. 103
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Menurut Fatwa Majelis Ulama Indonesia
Tahun 2002 tentang Wakaf Tunai, bahwa wakaf
tunai (cash wagqf) adalah wakaf yang dilakukan
seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau
badan hukum dalam bentuk wuang tunai>’.
Sedangkan menurut Bank Indonesia mendefinisikan
bahwa wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf
berupa uang tunai yang tidak dapat dipindah
tangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan
yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan
jumlah pokoknya®!.

Menurut Updang-undang- Nomor 41 Tahun
2004 tentang wakaf, bahwa, wakaf tunai tidak
disebutkan secara langsung tentang pengertiannya,
hanya pengertian wakaf® secara umum. Yaitu
perbuatan hukum wakif| untyk | memisahkan dan
menyerahkan sebagian miliknya untuk
dimanfaatkan selamanya-atau jangka waktu tertentu
sesuai dengan Kkepentingannya guna keperluan
ibadah dan kesejahteraan umum menurut_syariah.
Namun,| merujuk pada—pasal»28 [Undang-Undang
Nomor 41 Tahun. 2004 tentang wakaf disebutkan
bahwa seorang“walkif- dapat ewakafkan benda
bergeralg jberupa, uangpmelatui clembaga keuangan
syariah yang ditdnjuk oleh Menteri*2.

Dilihat dari pengertian wakaf tunai secara lebih
terperinci dapat merujuk dari peraturan BWI No 1
Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pengembangan Harta Benda wakaf Bergerak

**Kementrian Agama Republik Indonesia. Tanya Jawab Wakaf

Uang (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2011), him11

*'Direktorat Pemberdayaan Wakaf,. Pedoman Pengelolan Wakaf

Tunai (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal
Bimbingan Masyarakat Islani, 2006), him. 23

21bid him. 23-24
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Berupa Uang, pada Pasal 1 ayat ke 3 disebutkan
bahwa wakaf harta benda bergerak berupa uang
yang selanjutnya disebut wakaf uvang adalah wakaf
berupa uang yang dapat dikelola secara produktif,
hasilnya dimanfaatkan untuk mauquf alait’™.

3. Dasar Hukum Wakaf Tunai

Untuk dasar hukum wakaf tunai sama halnya
seperti dasar hukum wakaf secara umum. Bahwa
wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur’an dan as-
Sunnah, begitupun juga dengan wakaf tunai.
Namun makna dan kandungan wakaf tunai terdapat
dalam dua stmberhikum Islam tersebut.

Untuk dasar hikum wakaf tunai di dalam Al-
Qur’an sering menggunakan dengan istilah-istilah
berbuat kebajikantatawkebaikan, sebagaimana yang
tercantum dalam Al-Qur’dh, surat Ali Imran ayat
92, surat LAl-Baqarah-_ayat 267 yang sudah
disebutkan sebelunmiya pada dasar hukum wakaf.
Selain itu juga ada ayat yang lain seperti yang
tetcantui, dalam-Stirat Al-Batjarali‘ayatke 261 :

Siplgn fiaS A gl g sl bsied bl 2

{153 gl Sl s taal a6 3 LU i
S 'y 45
Artinya : Perumpamaan orang-orang yang
menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa
dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh
tangkai, pada tiap tiap tangkai terdiri dari seratus
biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa
yang Dia kehendakl Dan Allah Maha Luas lagi
Maha Mengetahui™.

“Peraturan BWI No 1 Tahun 2009
**Tim Penerjemah Al-Qur’an UlI, Al-Qur’an dan Terjemahan,,,
him. 77
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Dan juga disebutkan dalam surat Al-Hajj ayat
ke 77 :

J:,. 22 e ,}’,Alg AR T L% ,45_,
2S5 15083 Tydmly Tl 01 Zndll Ll

# s el 28311,130

Artinya : Hai orang-orang yang beriman,
ruku’lah dan sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu
dan perbuatlah kebaikan, agar kamu mendapat
kebahagiaan™.

Sedangkan gntuk-dasarhukum wakaf tunai dari
hadits, sebagimana yafg, disabdakan oleh Nabi
Muhammad SAW:

e 13 JE @ IdEa, gl < s A oo
Aaa e V) AU el Alss | dde adalil Lt

4 ey wllaaly gl cayaity ole o <4 s
Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya
Rasulullah, saw _bersabda “Apabila .anak, Adam
(manusia)\ | meninggal “\dunia, maka, «putuslah
amalnya, kecuali.tiga perkara: shadaqah jariyah,
ilmu yang bermanfagt/~dan \anak shalih yang
mendoakan orang tuanya (HR. Muslim)*®.

Untuk hadits lainya, sebagaimana yang
diriwayatkan oleh al-Nasa’i dan Ibnu Majah,
mengenai cerita tentang Khalifah Umar ibn Khattab
kepada Nabi Muhammad :

Dari Ibnu Abbas Ibnu Umar ra.; la berkata,
Umar berkata kepada Nabi saw., “Saya mempunyai
saham (tanah, kebun) di Khaibar, belum pernah

Bibid, him. 602
%Ahmad Atabik,Manajemen Pengelolaan Wakaf Tunai di
Indoresia,,, hlm.87
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saya dapatkan harta yang lebih saya kagumi
melebihi  tanah itu; saya bermaksud
menyedekahkannya.” Nabi saw. berkata: “Tahanlah
pokoknya dan alirkan (sedekahkanlah) hasilnya”
(HR. al-Nasa’i dan Ibnu Majah)*’.

Dari kedua hadits di atas dapat diambil
kesimpulan bahwa wakaf tunai merupakan salah
satu perbuatan amal jariyah yang mana pahalanya
akan terus mengalir dan tidak akan terputus. Untuk
mekanisme amal jariyah dari wakaf sebagaimana
yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW
yakni dengan, menatian’pokok agar tidak berkurang
dan mengalitkan atdlymenyalurkan dari hasil pokok
tersebut. Mekanisme ini sesuai dengan penerapan
wakaf tunail dimana” pokok wakaf tunai yang
diterima nazhir didepositkah| pada LKS PWU yang
kemudian bagi-hast! dari-wakaf tunai tersebut yang
nantinya akan diberikan kepada mauquf alaih.

4. Pengelolaan Wakaf Tunai
a.\ Penghimpunan.Wakaf Tunai

Penghimpunan dana (fundraising)
merupakan kegiatan /penggalangan dana, baik
dari _individu, organisasi, maupun badan
hukum./Adapuntyang«dimaksud metode atau
teknik  fundraising adalah suatu bentuk
kegiatan yang khas yang dilakukan oleh nazhir
dalam rangka menghimpun dana/daya dari
masyarakat.

Metode  penghimpunan dana pada
dasarnya dapat dibagi kepada dua jenis, yaitu
langsung  (direct) dan tidak langsung
(indirect)®®. Metode langsung adalah metode

Yibid, him. 88
Zaim Saidi, Kewiraswastaan Sosial Strategi Pengembangan
Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat
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yang menggunakan teknik-teknik atau cara-
cara yang melibatkan partisipasi wakif secara
langsung. yakni bentuk-bentuk fundraising
dimana proses interaksi dan daya akomodasi
terhadap respons wakif bisa seketika
dilakukan.Misalnya, melalui direct mail, direct
advertising, telefundraising, dan presentasi
langsung.

Sedangkan untuk metode fundraising tidak
langsung dan merupakan suatu metode yang
menggunakan teknik atau cara yang tidak
melibatkan partisipasi-wakif secara langsung.
Metode ini|dilakukan dengan metode promosi
yang mengarah Jkepada Cpembentukan citra
lembaga yang kuwatjsfanpa diarahkan untuk
transaksi donasi |pada Saat itu. Misalnya
advertorial, image campaign, dan
penyelenggaraan  suafu_ kegiatan  melalui
perantara, menjalin—relasi;” ' melalui referansi,
dan mediasi para tokoh®,

Fundrgising. meémplnyai, peranai) yang
sangat pepting bagi perkembangan organisasi
pengelola fwakaf-dalam ‘rangka pengumpulan
dana), wakaf ~darij =magyarakat. Dengan
Jundraising; banyak hat-yatig ddpat* dilakukan
oleh sebuah lembaga pengelola wakaf dalam
rangka penggalangan dana, seperti pendekatan
terhadap para calon wakif yang akan
mendonasikan dananya kepada lembaga,
meningkatkan  citra  lembaga,  mencari
simpatisan, dan lain sebagainya.

(LSM), dalam, Miftahul Huda,Model Manajemen Fundraising Wakaf,
Jurnal Ahkam: Vol XIII, No 1,(Januari 2013), hlm. 35
39 ..
Ibid,
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Adapun tujuan fundraising ada lima hal
yaitu:  menghimpun  dana/daya  wakaf,
menambah calon wakif, meningkatkan citra
nazhir, menjalin simpatisan atau pendukung
dan memuaskan wakif.Secara makro, menurut
Dian Marsyita dalam laporan penelitiannya,
dalam pengelolaan wakaf tunai sektor
Jundraising, dana wakaf tunai adalah salah satu
model yang dapat diterapkan. Tanggung jawab
pada sektor ini adalah mengumpulkan dana
wakaf uang dari  wakif. Kemudian,
mendisfribusikatinya pada investasi portofolio.
Keuntungan datiiinvestasi didistribusikan pada
progranvpengentasan kemiskinan. Keuntungan
yang akan didistribusikan tergantung pada peda
permintaan  |wakif, " | seperti  pendidikan,
infrastrukturg“rehabilitasi keluarga, kesehatan,
dan sanitasi kesehatan publik.

Dalam sektor peningkatan wakaf tunai,
adal beberapa[ hubtingai sebab @kibat antara
orang kaya yang mempunyai potensi sebagai
wakif, “pengunipulan, /idana wakaf uang,
investasi dana ke berbagai portofolio, dan
mendapatkan | keuntungan |dari\investasi yang
akan didistribusikan paa orang miskin®.

b. Pendistribusian Wakaf Tunai
Pendistribusian berasal dari kata dasar
distribusi yang berarti penyaluran (pembagian,
pengiriman) kepada beberapa orang atau ke

40

Dian Masyita, dkk, 4 Dynamic Model for Cash Waqf
Management as One of The Alternative Instruments for The Poverty
Alleviation in Indonesia, makalah disampaikan pada The 23rd
International Conference of The System Dynamics Society
Massachussets Institute of Technology (MIT), Boston, 17-21 Juli,
2005, him. 13.
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beberapa tempat. Sedangkan menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia pendistribusian
mempunyai arti proses, cara, perbuatan
mendistribusikan®'.

Distribusi merupakan faktor yang tidak
dapat dipisahkan dari sistem ekonomi karena
dengan distribusi yang baik dapat tercipta
keadilan sosial dalam bidang ekonomi dari
proses distribusi inilah semua kebutuhan
masyarakat dapat terpenuhi, akan tetapi pada
proses ini pula banyak terjadi penyalahgunaan
wewenang dan—sebagainya sehingga faktor
ekonomi terSebut tidak ~merata atau tepat
sasaran. Fungsi distribusi dilakukan oleh badan
usaha atau operorangan sejak pengumpulan
barang dengan jalan membelinya dari produsen
untuk disalurkan kepada kensumen.

Masyarakat Indonesia selama ini memiliki
pemahaman—bahwapenyaluran harta benda
wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja
seperti meptbanguitmasjid, pondok, pésantren,
dan keperluaa ibadah,lain. Pemahaman seperti
itu harus ditinggalkan karena nyatanya wakaf
dapat, dimanfaatkan untukekepentingan sosial
yang lebilrluas-dan menyeluruh, seperti bidang
pendidikan, kesehatan, pelayanan sosial, dan
pengembangan ekonomi melalui
pemberdayaan usaha kecil dan menengah*,

Untuk menjamin kelanggengan harta
wakaf agar dapat terus memberikan pelayanan

“Muhammad Afdhal, Proses Kegiatan Penghimpunan dan
Pendistribusian Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya,
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 3 No.6 (Juni 2016),
hlm. 495

“Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Strategi Pengembangan
Wakaf Tunai di Indonesia (Jakarta:Depag R1,2006), him.72
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prima sesuai dengan tujuannya, diperlukan
dana pemeliharaan di atas biaya biaya yang
telah dikeluarkan. Hal ini berlaku pada proyek
penyedia jasa maupun proyek penghasil
pendapatan. Sehingga dengan demikian, pada
proyek penyedia jasa pun diperlukan
persyaratan menghasilkan pendapatan untuk
menutup biaya pemeliharaan. Dalam konteks
wakaf, maka pembiayaan proyek wakaf
bertujuan untuk mengoptimalkan fungsi harta
wakaf sebagai prasarana untuk meningkatkan
kualitag’ hidup ~dan kehidupan sumber daya
insani*},

Menurut © Monzer  Kahf,  gagasan
menyisilikan‘sebagian pendapatan waqaf untuk
merekonstruksi’ harta “gerak wakaf atau untuk
meningkatkair’modal“harta tetap wakaf tidak
dibahas“dalam -figih ‘klasik. Oleh karena itu
Kahf membedakan pembiayaan proyek wakaf
ke | dalam.—model Cpentbiayaan Charta wakaf
tradisional dan model pembiayaan baru harta
wakaf seeara insfitusional®.

Dalam model pembiayaan harta wakaf
tradisional, kitab | fiqih “klasiki mendiskusikan
lima model pembiayaan rekonstruksi harta
wakaf, yaitu: pinjaman, hukr (kontrak sewa
jangka panjang dengan pembayaran lump sum
yang cukup besar dimuka), al-ljaratain (sewa
dengan dua pembayaran), menambah harta
wakaf baru, dan penukaran pengganti

“ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan

Penyelenggaraan Haji, Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan
Wakaf, (Jakarta: Depag R1, 2003),hlm. 97

“ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Panduan
Pengelolaan Wakaf Tunali, (Jakarta : Depag RI, 2006), hilm. 76-78
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(substitusi) harta wakaf. Dari kelima model ini
hanya penambahan harta wakaf baru yang
menciptakan penambahan pada modal wakaf
dan peningkatan kapasitas produksi. Sedang
empat model yang lain lebih banyak
membiayai operasional dan mengembalikan
produktifitas semula harta wakaf®.

Sedangkan dalam model pembiayaan baru
harta wakaf secara institusional terdapat empat
model pembiayaan yang membolehkan
pengelola wakaf (produktif) memegang hak
eksklusif  terhadap—pengelolaan.  Seperti
Murabahah| Istisnaa, [jarah, dan Mudharabah.
Sebagai tambahan | ada Cjuga yang disebut
berbagi kepemilikansatau- syari’atul milk, di
mana ada beberapa  kontraktor yang berbagi
manajemen| 5atau| | menugaskan manajemen
proyek pada-pihak- penyedia pembiayaan atau
disebut dengan~model’ berbagi hasil (our put
sharing) dan model hukr atau sewa berjangka
panjang’®,

c. PelaporamdanPengawasanWakaf Tunai
Adanya pelaporan dan pengawasan
tentang dana wakaf tunai yang diterima serta
dikelola oleh lembaga wakaf sudah diatur
dalam Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang
Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.

“ibid,,, hlm.77
“ibid,,, him.81
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Dalam peraturan tersebut pada BAB 1V
pasal 9 disebutkan bahwa Nazhir wajib
menyampaikan laporan pengelolaan wakaf
uang setiap 6 (enam) bulan kepada BWI
dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
Laporan pengelolaan sebagaimana dimaksud
meliputi: pelaksanaan pengelolaan,
pengembangan, penggunaan hasil pengelolaan
wakaf uang dan rencana pengembangan pada
tahun berikutnya dan disampaikan paling
lambat 3 (tiga) bulan sejak akhir tahun buku?’.

Selanjutnya terkait dengan pengawasan
dijelaskan paddMBABZIV pasal 10 dijelaskan
bahwa |Direktur Jenhderal atas nama Menteri
melakukan pengawasan wakaf uang yang
dilakukan olehh LKS-PWU. Pengawasan
sebagaimana-dimaksud-pada dilakukan melalui
laporan’ stahunan, ) monitoring dan evaluasi
wakaf uang pada LKS-PWU. Selain
pengawasan. yang “dilakukan\ oleh Direktur
Jendral pengawasan juga dapat dilakukan oleh
BWI terliadap pengelelaan dan pengembangan
wakaf uang yang dilakukan oleh Nazhir*®.

Terkait/ | peran ~.Jmasyarakat  dalam
melakukan pengawasan juga dijelaskan dalam
peraturan tersebut pada pasal 12 dijelasakan
bahwa, masyarakat dapat  melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
Nazhir. Pengawasan sebagaimana yang
dimaksud yakni dilakukan dengan
menyampaikan laporan adanya indikasi
pelanggaran terhadap ketentuan peraturan

“"peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Talun
2009 ‘t‘gntang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang.
ibid
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perundangundangan secara tertulis kepada
kantor Departemen Agama kabupaten/kota
dan/atau BWI1%.

5. Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

Good Corporate  Governance (GCGQG)
merupakan istilah yang populer dan telah menjadi
topik bahasan utama serat terus dikaji oleh para
pelaku bisnis, akademisi, pembuat kebijakan, dan
lain sebagainya. Pemahaman tentang praktik good
corporate  governance  terus  mengalami
perkembangan dari waktu ke waktu seiring
dengan kompleksitas—dan—tekanan persaingan
bisnis yang dihadapi perusahaan™.

Dalam sejarah/peradaban|dunia bisnis, good
corporate governamce wsudah dipraktikan di
lingkungan perusahaapsperusahaan di Amerika
Serikat, Inggris;sdan Ergpa sekitar setengah abad
yang lalu (tahun ]840-an), Tujuan adanya good
corporate governance-pada-masa itu adalah agar
perusahaan-perusahaan_ memiliki kinerja yang
baik ) | serta \/memberikan) keuntiingan) yang
maksimal kepada pemegang sahamnya, sehingga
sebuah  perusalaan— /dikelold ' seperti halnya
mengelola sebuahnegarat

Istilah=Corporare "Governance terdiri atas
dua kata, yaitu corporate dan governance . secara
bahasa, corporate dalam Oxford Advance Learnes
Dictionary®® adalah wunited in a single group,

“ibid

**Rahmani Timorita Yulianti,Good Corporate Giovernance di
Lembaga Zakat, (Y ogyakarta: Kaukaba, 2016), him. 7

Ty Nyoman Tjager DKK, Corporate Governance,(Jakarta: PT.
Prenhalindo, 2003), him. 45.

*2jonathan Crowther (ed), Oxford Advance Learnes Dictionary
of Current English, Fifth Edition ( Inggris: Oxford University Press,
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sedangkan governance® adalah the activity or
manner of governing.

Menurut Center for Good Corporate
Governance UGM, kata corporate merupakan
kata sifat yang bermakna “berbagai sifat yang
berkaitan dengan korporasi atau perusahaan”.
Kata governance merupakan kata benda yang
bermakna “pengelolaan“.Secara umum, istilah
governance lebih ditunjukan untuk sistem
pengendalian dan pengaturan perusahaan, dalam
arti lebih ditujukan pada tindakan yang dilakukan
eksekutif (perusahaan’ agar tidak merugiakan
stakeholdery- kareha, di ‘dalam good corporate
governance’menyangkutOmoralitas, etika kerja,
dan prinsip-prinsipkerja yang baik®*.

Peraturan Menteri"Negara Badan Usaha
Milik Negara-(BUMN)-menyebutkan bahwa Good
Corporate' >Governance ~adalah  prinsip-prinsip
yang mendasari suatu proses dan mekanisme
pengelolaan perusahaan, berlandaskan, peraturan
perundang-undangan  dan  etika  berusaha.
Tujuannya_adalahfuntuk Anengoptimalkan nilai
perusahaan agar memiliki.daya saing yang kuat,
baik “secara..nasional. smaupun\ internasional,
sehingga mampu mempertahankan keberadaannya
dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud

dan tujuan perusahaan®.

1995), dalam Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, oleh
Ralimani Timorita Yulianti, (Yogyakarta : Kaukaba, 2016), him. 9

Zibid, him. 10

“Sony Warsono, dkk.,Corporate Govrnance:Concept and
Model (Yogyakarta: CGCG Fakultas Ekonomika dan Bisnis, UGM,
2009), dalam Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, oleh
Rahmani Timorita Yulianti, (Yogyakarta : Kaukaba, 2016), him.10

Speraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No : Per-
01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
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Komite Nasional Kebijakan Governance
(KNKG) mendefinisikan Good  Corporate
Governance merupakan tata kelola perusahaan
(organisasi) yang Dbaik yang mengeimple-
mentasikan ~ asas-asas  atau  prinsip-prinsip
transparasi, akuntabilitas, tanggungjawab,
kemandirian dan keadilan atau kesetaraan®.

Dalam buku Good Corporate Governance
di Lembaga Zakat penulis mendefinisaikan Good
Corporate Governance sebagai suatu proses dan
struktur yang digunakan untuk meningkatkan
keberhasilan usaha;-dan—akuntabilitas perusahaan
yang bertujual¥ untuk meningkatkan nilai
perusahaan  dalamg’ jangka) | pajang dengan
memperhatikan ckepentingan - stakeholders serta
berlandaskan | peraturan perundang-undangan,
moral, dan etika>..

Agar dapat berjalan secara sehat sesuai
dengan arah yang-ditetapkan, maka diperlukan
prinsip-prinsip yang harus_ diperhatikan_ dalam
penerapah | Good__Corperate | Govérnanceé oleh
perusahaan ,atau, organisasi., Prinsip-prinsip
tersebut  adatah “=transparasi * (transparency),
akuntabilita faecountability); pertanggungjawaban
(responsibilityy, kKemandirtatr (independency), dan
kewajaran-kejujuran-keadilan (fairnes).

Dengan demikian, implementasi konsep
good corporate governance dalam pengelolaan
perusahaan adalah upaya menerpakan prinsip-

(Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal
1 No. 1.

**Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Umum
Good Corporate Governance Indonesia, (Jakarta: KNKG,2006)
hlm.2. dalam Good Corporate Governance di Lembaga Zakat, oleh
Rahmani Timorita Yulianti, (Yogyakarta : Kaukaba, 2016), him.12

S"Rahmani Timorita Yulianti, Good... hIm. 18
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prinsip Good Corporate Governance dalam aturan
main, prosedur, dan hubungan antara pihak yang
mengambil keputusan dengan pihak yang akan
melakukan pengawasan terhadap keputusan
tersebut’®,

Penjabaran dari prinsip-prinsip tersebut

sebagai berikut :
a. Transparansi (Transparency)”

Untuk  menjaga  obyektivitas  dalam
menjalankan  bisnis,  perusahaan  harus
menyediakan informasi yang material dan
relevan/ dengan‘catra yang mudah diakses dan
dipahanii oléh, pemangku kepentingan.
Perusahaan f hafus imengambil inisiatif untuk
mengungkapkanytidak |hanya masalah yang
disyaratlkan |oleh Yperaturan perundang-
undangan,-tetapi~juga-hal yang penting untuk
pengambilan keputusan oleh pemegang saham,
kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

Di, /mana__Jdalam “| peferapan  prinsip
transparasi ini perusahaan harus menyediakan
informasty secard_tepat_waktu, memadai, jelas,
akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah
diakses/ oleh| pemangky 'képentingan sesuai
dengan haknya.

Informasi yang harus diungkapkan meliputi,
tetapi tidak terbatas pada, visi, misi, sasaran
usaha dan strategi perusahaan, kondisi
keuangan, susunan dan kompensasi pengurus,
pemegang saham pengendali, kepemilikan
saham oleh anggota Direksi dan anggota
Dewan Komisaris beserta anggota keluarganya

*ibid. him. 19
*Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman
Umum....,.hlm. 5
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dalam perusahaan dan perusahaan lainnya,
sistem manajemen risiko, sistem pengawasan
dan pengendalian internal, sistem dan
pelaksanaan Good Corporate Governance serta
tingkat kepatuhannya, dan kejadian penting
yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan.

Prinsip keterbukaan yang dianut oleh
perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk
memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi. Kebijakan
perusahaan -harus—tertulis dan  secara
proporsional dikomunikasikan kepada
pemangku kepentingan,

b. Akuntabilitas (4ecousitability)*

Perusahaan harus dapat mempertanggung-
jawabkan kinerjanya secara transparan dan
wajar. Untuk “jtu .perusahaan harus dikelola
secara benar;/terukur “-dan sesuai dengan
kepentingan  perusahaan  dengan tetap
memperhitungkan —<kepentingap-\ p€megang
saham dam. pemangku, kepentingan lain.
Akuntabilitas” “mertipakan/ ‘prasyarat yang
diperlukan=, untule, mencapaiy kinerja yang
berkesinambungan.

Perusahaan harus menetapkan rincian tugas
dan tanggung jawab masing-masing organ
perusahaan dan semua karyawan secara jelas
dan selaras dengan visi, misi, nilai-nilai
perusahaan (corporate values), dan strategi
perusahaan. Perusahaan harus meyakini bahwa
semua organ perusahaan dan semua karyawan
mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas,

bid, him. 5-6
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tanggung jawab, dan perannya dalam
pelaksanaan Good Corporate Governance.
Perusahaan harus memastikan adanya sistem
pengendalian internal yang efektif dalam
pengelolaan perusahaan.

Selanjutnya perusahaan harus memiliki
ukuran kinerja untuk semua jajaran perusahaan
yang konsisten dengan sasaran usaha
perusahaan, serta memiliki sistem penghargaan
dan sanksi (reward and punishment system).
Dalam melaksanakan tugas dan tanggung
jawabnya, setiap'Organ perusahaan dan semua
karyawafi haru§hberpegang pada etika bisnis
dan pedoman_perilaku(code of conduct) yang
telah disgpakati

c. Responsibilitas (Respdnsibility)®'

Perusahaait” ‘harus— mematuhi peraturan
perundang-undangan - “/serta  melaksanakan
tanggung jawab terhadap rﬁasyarakat dan
lingkungan— sehingga “ | dapat “terpelihara
kesinambungan usaha dalam jangka panjang
dan 'mendapat/._pengakuan sebagai good
corporate citizen,

Organ “perusahaan <harusberpegang pada
prinsip  kehati-hatian =~ dan  memastikan
kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan, anggaran dasar dan peraturan
perusahaan  (by-laws). Perusahaan harus
melaksanakan tanggung jawab sosial dengan
antara lain peduli terhadap masyarakat dan
kelestarian lingkungan terutama di sekitar
perusahaan dengan membuat perencanaan dan
pelaksanaan yang memadai.

ibid, him. 6
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d. Independensi (Independency)®

Untuk melancarkan pelaksanaan asas Good
Corporate  Governance, perusahaan harus
dikelola secara independen sehingga masing-
masing organ perusahaan tidak saling
mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh
pihak Jain. Masing-masing organ perusahaan
harus menghindari tetjadinya dominasi oleh
pihak manapun, tidak terpengaruh oleh
kepentingan tertentu, bebas dari benturan
kepentingan (conflict of interest) dan dari
segala pengaruh—atau—tekanan, sehingga
pengambilan keputusan dapat dilakukan secara
obyektif. Masingsmasing Uorgan perusahaan
harus melaksanakan fungsi-dan tugasnya sesuai
dengan anggaran | |dasdf/| dan peraturan
perundang-urdangan, tidak saling
mendominasi--dan ~atau - melempar tanggung
jawab antara-satt dengan ‘yang lain.

e. Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness)®

Dalam fiie laksanakan kegidtannya,
perusahaan Jharus sepantiasa memperhatikan
kepentingart~pemegangssalidm dan pemangku
kepentingams, ~ainnya— berdasatkan  asas
kewajaramr=dam~kesetaraan. “Pertsahaan harus
memberikan kesempatan kepada pemangku
kepentingan untuk memberikan masukan dan
menyampaikan pendapat bagi kepentingan
perusahaan serta membuka akses terhadap
informasi sesuai dengan prinsip transparansi
dalam lingkup kedudukan masing-masing.

ipid, hlm. 6
8ibid, hlm. 7
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Selanjutnya perusahaan harus memberikan
perlakuan yang setara dan wajar kepada
pemangku kepentingan sesuai dengan manfaat
dan kontribusi yang diberikan kepada
perusahaan. Perusahaan harus memberikan
kesempatan yang sama dalam penerimaan
karyawan, berkarir dan melaksanakan tugasnya
secara profesional tanpa membedakan suku,
agama, ras, golongan, gender, dan kondisi
fisik.

Setelah mengetahui prinsip-prinsip yang ada di
dalam  Godd, 'Corporate\ Governance, maka
diperlukan adanyadlindikator untuk memudahkan
dalam melakukan, penilajaiDterhadap lembaga yang
menerapkan | LU prifigip=prinsip = good  corporate
governance.

Dalam buku—=Good—Corporate Governance di
Lembaga Zakat,//\Rahmani/ Timorita Yulianti®
menyebutkan indikator-indikator dalam masing-
thasiiig, prinsip geod.corperale goVerhance, adapun
indikator tersebut :

Tabel 2! Prinsip-Prinsip‘dan.indikator-Good Corporate
Governance

1 | Transparasi

a. Rencana kerja tahunan

b. Laporan keuangan berkala triwulan ,tengah
tahunan ,dan tahunan

c. Sistem akuntasi berbasis standar akutansi

d. Teknologi informasi dalam sistem pelaopran
kegiatan dan keuangan

e. Sistem manajemen informasi

#Rahmani Timorita Yulianti, Good,,, hlm.73-80
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f.  Laporan kegiatan dan keuangan insidental
g. Informasi penting tentang kegiatan insidental
Akuntabilitas
a. Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan
tepat
b. Komite audit dan manajemen resikoKordinasi
program kerja
¢. Monitoring program kerja/ kegiatan
d. Evaluasi program kerja/ kegiatan
Responsibilitas
a. Anggaran dasar dan Peraturan Perundang-
Undangat
b. Kewajiban sosjal perasdhaan (CSR)
Kemitraan @engan 'masyarakat atau bina
lingkungan
d. Keterbukaan informasj sesuai regulasi
e. Etika moral, dan'akhlak
Independensi
a. Kondisi saling menghormati hak, kewajiban,
dan tugas masing-masing.organ
br [ Kondisi 'bahwa\ selain ‘pergurus” dilarang
mencampuri urusan lembaga
¢. Kondisi=menghindati “benturan kepentingan
dalantkepttusan
d. Adanya pedoman yang jelas dan tegas

tentang eksistensi organ dalam lembaga

Kewajaran dan Kesetaraan

a.

Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap
pengurus/organ lembaga

Keadan = memperlakukan  muzaki dan
mustahik secara adil dan jujur

Kondisi kerja yang dan aman bagi pengurus
Kondisi memperbolehkan muzaki
memberikan masukan sesuai ketentuan
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e. Adanya  peraturan yang  melindungi
kepentingan para pihak

f. Adanya peraturan pelaksanaan lembaga

g. Adanya kebijakan untuk melidungi lembaga

Sumber : Good Corporate Governance di Lembaga
Zakat oleh Rahmani Timorita Yulianti

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa
setiap organisai atau lembaga baik itu yang bersifat
profit atau pun non profit selama sudah masuk ke
dalam theory agency atau mengelola dana dari
pihak ketiga” maka slembaga tersebut diharuskan
untuk menetapkan prinsip-prinsip GCG, begitu pun
Jjuga dengan lembaga wakaf dan lembaga zakat .
Sebagai lembagaypublik lembaga wakaf memiliki
kesamaan dengan lembagaizakat kesamaan tersebut
terletak pada—dana’yang dikelola yang merupakan
dana filantropi| |atau/ ||dang yang berasal dari
kedermawanaan seseorang. Selain itu banyak juga
saatpini lembaga-zakat, yang sudahamerangkap juga
menjadilembaga-wakaf'dalam' satu képengurusan..
Sehingga [secafa gafis /besar untuk penerapan
prinsip-prinsip GCG pada lembaga wakaf bisa
disamakan dengan [embaga zakat,

Hanya saja nantinya yang akan menjadi
perbedaan pada lembaga wakaf dan lembaga zakat
terletak pada pemberian nama bagi pihak yang
memberikan dana dan penerima dana, dan juga
bentuk pengelolaan dana tersebut dimana wakaf
pokoknya harus ditahan dan tidak boleh berkurang
sedangkan  dana  zakat bisa  disalurkan
keseluruhanya

Prinsip-prinsip yang terdapat di dalam Good
Corporate Governance ini bukanlah hal yang asing
dalam Islam. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya
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bahwa GCG mengandung prinsip-prinsip yang
melindungi  kepentingan stakeholder. Prinsip-
prinsip tersebut adalah melalui penerapan fairness,
Iransparancy, independent, accountability dan
responsibility.

Dalam konteks good corporate governance
dalam perspektif syariah, pemenuhan prinsip
syariah  menjadikan konsep good corporate
governance yang lebih luas dari good corporate
governance konvensional. Dalam Islam,
kepentingan utama yang lebih utama adalah
penjagaan Islam -itu—sendiri-~Dengan kata lain,
konsep good corporate governance dalam Islam
lebih komprehensif daif Franco=German Model®.

Sikap  kejujurany, “bertanggungjawab, bisa
dipercaya dan diandalkan, sertd! kepekaan terhadap
lingkungan sosial itulah yang menjadi tujuan
penerapan good corporate governance dalam suatu
organisasi atau -lembaga.”' Hal’ tersebut relevan
dengan sikap Nabi Muhammad SAW. 15 abad yang
lalu,_ketikal ‘belial” membifial dirifiya «dienjadi
seorang pedagang-dan pemimpin profesional, beliau
memiliki reputasi-dan-int€gritas laar biasa.

Dengan | p-demikian, | rprinsipsprinsip  good
corporate” governarice 'sama-dengan ‘karakter Nabi
Muhammad saw yaitu, sidik, amanah, tabligh, dan
fatanah®®. Selanjutnya Muqorobin menyatakan
bahwa good corporate governance dalam Islam
harus mengacu pada prinsip-prinsip tauhid, taqwa

%Mardian, “Srudi eksplorasi pengungkapan penerapan prinsip
syariah (sharia compliance) di Bank Syariah”. Jurnal Sebi Volume.04
No.1(2011).

%Rahmani Timorita Yulianti, Good,,, hlm. 39
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dan ridha, keseimbangan dan keadilan, serta
kemaslahatan®.
6. Pengelola Wakaf (Nazhir)

Pengurus wakaf dalam literartur figh disebut
dengan nazhir atau mutawalli yaitu orang atau
badan yang memegang amanat untuk memlihara
dan mengurus harta wakaf sebaik-baiknya sesuai
dengan tujuannya. Dengan demikian, nazhir dapat
berarti penjaga, manajer, administrartor kepala,
direktur, eksekutif, dan lain-lain®.

Di dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun
2004 bab 1/pasal’'t‘pada point ke-4 tentang wakaf
disebutkan | = bahway nazhir adalah pihak yang
menerima hértay, benda wakaf dari Wakif untuk
dikelola dan “dikémbangkan sesuai dengan
peruntukannya. Selanjutnya dijelaskan pada Pasal 9
dan 10 bahwa"nazhir—meliputi perseorangan,
organisasi atau,badan’ hukim. Dengan persyaratan
sebagai berikut:%

Nazhir perseorangans, wargastegara, Indonesia,
beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara
jasmani danrohani dan tidak, terhalang melakukan
perbuatan hukum.

Organisasi:./ | pengurus. | Organisasi  yang
bersangkutan ~ memenuhi  persyaratan  nazhir
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan organisasi yang bergerak di bidang sosial,
pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan
Islam.

“Masyudi Mugqorobin.  Fikih Tata Kelola Organisasi
Laba:Sebuah Pengantar. Disampaikan pada Seminar Nasional Tata
Kelola dan Rapat Kerja tanggal 25-27 Maret 2011, Universitas
Muhammadiyali Purwokerto,hlm 11

%Mohammad Daud Ali, Sisten Ekonomi,,, him. 91

®Undang-undang Republik Indoneisa Nomor 41 Tahun 2004,
Tentang Wakaf
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Badan Hukum: pengurus badan hukum yang
bersangkutan  memenuhi  persyaratan  nazhir
perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan badan hukum yang bersangkutan
bergerak di  bidang  sosial,  pendidikan,
kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.

Dari beberap literatur figh baik klasik maupun
kotemporer, pada umunya menyebutkan bahwa
rukun wakaf hanya ada empat yakni: wakif (orang
yang berwakaf),—mauguf—bih (barang yang
diwakafkan), tujuan wakaf untuk kebaikan umum,
dan terkhir adalah shighat (peryataan wakif).
Sehingga dapat |diambil keSimpulan bahwa nazhir
tidak harus oranglain atau kelompok orang tertentu,
sechingga dalam atti lain lbahwa wakif sendiri boleh
untuk menjadi nazhir,.selama ada yang menjadi
saksi dua orang yang menghadiri dan menyaksikan
ikrar wakaf™,

Mencermati’ pengettian._nazhir,/~baik Jsecara
etimologi maupun.secara terminologi, maka profesi
nazhir haruslah ‘profesional‘bukan asal-asalan atau
hanya jsebagais, sambilan—=saja.; MNazhir juga
disyaratkan "sebagai” "profesi” yang nienjanjikan
jaminan hidup, sehingga layak jika tenaga, skill,
dan pemikiran dihargai dengan angka-anagka
tertentu  sehingga pekerjaan menjadi nazhir
merupakan pekerjaan bagi anak-anak bangsa yang
terpilih layaknya penerimaan CPNS lainya. Dengan
nazhir profesional diharapkan tidak ada lagi tanah-
tanah wakaf yang tidak terurus bahkan hilang dan

™Farid Wadjdy. Mursyid, Wakaf..., him. 158
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dikuasai oleh orang-orang yang mengambil
keuntungan dari harta-harta wakaf’".

Selain itu terkait dengan hak nazhir juda sudah
dijelaskan pada pasal berikutnya, yakni pada Pasal
12 dijelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Nazhir
dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas
pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf
yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh
persen)’,

Terkait _lembaga  wakaf yang  ingin
mendaftarkdn, wakaf’“tunai| sudah diatur dalam
Peraturan Menterif/Agamia| Republik Indonesia
Nomor 4 |UTahun 2009 |tentang Administrasi
Pendaftaran Wakaf'Uang. Disebutkan pada BAB III
pasal 4 disebutkan| LKS-PWU atas nama Nazhir
mendaftarkan-wakaf tang-kepada Menteri melalui
kantor  Departemen )/ "Agama  kabupaten/kota
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak
diterbitkannya SWll.dengan tembusan-kepada BWI
setempat. Pendaftaran wakaf uang disertai dengan
salinan/fotokopi  AIW, dan"\SWU yang disahkan
oleh LKS-PWU penerbit.

Selanjutnya/Kepala.-kantor Departemen Agama
kabupaten/kota menerbitkan bukti pendaftaran
wakaf wuang. Bukti pendaftaran wakaf uang
memuat: identitas LKS-PWU, wakif, nazhir, dan
saksi; jumlah nominal wakaf uang; asal-usul uang;
peruntukan wakaf; jangka waktu wakaf uang;

"ibid, him. 159
“ibid,
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nomor sertifikat wakaf uang; dan nomor
pendaftaran’>.
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PPeraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun
2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendckatan

Dalam penelitian kali ini jenis penelitian yang digunakan
adalah  penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif
adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena
tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain; secara
holistik, dan dengah cara'désktipsi dalam bentuk kata — kata dan
bahasa, pada suaty“kontekspkhugus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagal “metode | alamiah. Penelitian yang
dilakukan ini adalafi penelifian fapangan (field research), ide
penting dari penefitian | lapangan adalah bahwa penelitian
berangkat ke lapangan-untuk-mengadakan pengamatan tentang
suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah atau “in sitw”".

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kulitatif ini
adalah| péndekatan Atiidi kasus™-Sthdi kashs merupakan strategi
penelitian dimana _di dalamnya peneliti menyelidiki secara
cermat suatu program, pexistiway aktivitas, proses, atau
sekelompok  individu,Kasus-kasus.. djbatasi oleh waktu dan
aktivitas, dan peneliti.mengumpulkah ifformasi secara lengkap
dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data
berdasarkan waktu yang telah ditentukan?.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian ini adalah Badan Wakaf Uang Tunai
Majlis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakyakarta yang
beralamatkan di Bank BPD DIY Syariah Jalan. Cik Di Tiro
No.34 Yogyakarta.

"Lexy J. Moleong.,Metodelogi Penelitian Kualitatif, edisi revisi,(Bandung:
Remaja Rosdakarya,1994),him.26.

%John W. Creswell, Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan
Mixed, edisi ketiga,(Bandung : Pustaka Pelajar, 2008),him.19
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C. Informan Penelitian
Informan atau sumber informasi pada penelitian ini adalah :
1) Nama  :Drs. H. Harsoyo, M.Si
Jabatan : Ketua Umum
2) Nama  : Zaki Ghufron, S.Pd.1
Jabatan : Sekertaris
D. Teknik Penentuan Informan

Pemilihan informan sebagai sumber data dalam penelitian
ini adalah berdasarkan pada asas subyek yang menguasai
permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan
informasi lengkap dan akurat. Penentuan informan dalam
penelitian ini menggunakan-teknik —purposive sampling atau
sampling bertujuan, |purposive sampling adalah  teknik
pengambilan sampel sumberdata dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu| cini, ®mis@lnya | orang tersebut yang
dianggap paling tahu tentang yang kita harapkan, atau mungkin
dia sebagai penguasa|-sehingga akan| memudahkan peneliti
menjelajahi obyek atau situasi sosial yang diteliti®

E. Keabsahan Data

Validitas_merupakap keakuratan antara data.yang terjadi
pada obyek,penelitiamvdengan’ datasyang dapatidilaporkan oleh
peneliti. Dengan demikiany data syang valid adalah data yang
tidak berbeda antara data”yang‘dilaporkan oleh peneliti dengan
data yang sesungguhnyayterjadispadaobyek penelitian®. Menurut
Sugiono ada empat™ uji keabsalian datda dalam penelitian
kualitatif.

Uji Kredibilitas Uji Validitas Internal, adalah uji yang
dilakukan untuk mengetahui tingkat keprcayaan terhadap data
yang diteliti. Ada 6 cara untuk menguji kredibilitas data, yaitu’:
Perpanjangan pengamatan, peningkatkan ketekunan, triangulasi,

’Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,(Bandung:
Alfabeta, 2012),him.218-219

“Sugiyono, Memahami ,, him. 117

*ibid, him. 122
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analisis kasus negative, menggunakan bahan referensi, dan
terahir mengadakan member check.

Uji  Dependability, dalam  penelitian  kuantitatif,
dependability disebut reliabilitas. Suatu penelitian dapat
dikatakan reliable, apabila orang lain dapat
mengulangi/mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam
penelitian kualitatif, wuji dependabilty dilakukan dengan
melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.

Uji  Konfirmability, dalam penelitian kualitatif, uji
konfirmability mirip dengan uji dependability, sehingga
pengujiannya dapat_dilakukan secara bersamaan. Menguji
konfirmability berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan
proses yang dilakukan. Bilayhasil; penelitian merupakan fungsi
dari proses penelitian yaug dilakukan, maka penelitian tersebut
telah memenuhi standar kexfirmability. Dalam penelitian, jangan
sampai proses tidakzada, tetapi hasilnya ada.

Teknik Pengumpulan Data

Interviu atau ~wawancara' ~dipandang sebagai metode
pengumpulan data dengan tanya-jawab sepihak, yang dikerjakan
dengan sistematis /Jdan—berlandaskan' kepada“tujuan penelitian.
Pada umumnya dua orang atau lebih hadir secara fisik dalam
proses tanyajawab) [_dan-\ masing-masing pihak dapat
menggunakan saluran-saluran-komunikasi secara wajar. Teknik
wawancara, yaitu~cara ‘yang-dipergunakan seseorang dalam
melakukan penelitian, untuk mendapatkan keterangan secara
lisan dari responden, dengan berdialog dengan face to face
terhadap orang lain. Proses wawancara di sini dilakukan secara
sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian guna
memperoleh informasi yang akurat dari responden. Fungsi
interviu pada dasarnya dapat digolongkan ke dalam tiga
golongan besar yakni sebagai metode primer, sebagi metode
pelengkap, dan sebagai kriteria®. Teknik ini dipergunakan untuk
mendapatkan data dan menggali data tentang sesuatu yang

®Ibid, hlm. 218
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berkaitan dengan pengelolaan wakaf tunai dan penerapan
prinsip-prinsip Good Corporate Governance di BWUT MUI
DIY.

Observasi adalah suatu bentuk pengamatan dan pencatatan
dengan sistematis atas fenomena fenomena yang diteliti, baik
secara langsung maupun tidak langsung. Dalam arti luas
observasi sebenarnya tidak hanya terbatas kepada pengamatan
yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak
langsung.Teknik  pengumpulan data dengan  observasi
digunakan, bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia,
proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati
tidak terlalu besar.

Dokumentasi, yaitu”mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa |Ccatatan,  transkrip, buku, surat kabar,
majalah, prasasti, notulen rapat,"agenda, dan lain-lain’. Data-
data tersebut tidak hanya-penulis kumpulkan tetapi juga penulis
olah sesuai dengan metodologi yang digunakan. Data yang kami
maksud dalam penelitian ini/adalah..data primer yang telah
disebutkan di atas.

Teknik Analisis Data

Metode analisis data merupakan.ipaya mrencasi’dan menata
secara sistematis hasil geatatan obsegvasi untuk meningkatkan
pemahaman peneliti teftang-kasus yang diteliti dan menyajikan
sebagai temuan,psedarngkamyuntuk-mefiihgkatkan pemahaman,
analisis perlu dilanjutkan dengan beftipaya mencari makna.

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik
analisis deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk memahami
fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian
misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain,
secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-
kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagi metode alamiah®. Analisis

Lexy J. Moleong., Metodelogi,,, hlm.6
%ibid,, hlm.4
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deskriptif ~ini  bertujuan untuk, mendeskripsikan dan
menganalisis pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh
BWUT MUI DIY dan penerapan prinsip-prinsip good corporate
governance di dalamnya.
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BAB 1V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BWU/T MUI DIY
1. Sejarah Singkat BWU/T MUI DIY'

BWU/T MUI DIY berdiri atas aspirasi dan
inisiatif dari Drs. Ali Mahsun seorang PNS di
kantor Pengadilan Agama Kota Yogyakarta.
BWU/T MUI DIY pertama berdirinya berkantor di
gedung MUI Yogyakarta yang berada di jalan
Kapas nomor 3 Yoegyakarta:Pada akhir tahun 2007,
MUI kota Yogyakartay, mengadakan seminar
nasional tentang| wakaf'uang yang diselenggarakan
di gedung aula UMTspNegeri, Yogyakarta guna
mengukur potensi wakaf uvang di Yogyakarta,
sehingga pada tanggal®27-Januari 2008 MUI DIY
mengeluarkan Strat) Keputusan (SK) bernomor A-
177/MUI-DIY/2008 tentang pendirian Badan
Wakaf\ Uafig/Tudai(BWU/T) |dengaf menunjuk
beberdpa nama untuk menjadi pengurus.

Dalam dokumen yang dikelvarkan oleh Badan
Wakaf Uang/Tunai MUI DIY_ (2014) Setelah
mengetahbi‘beberapa/syarat_menjadi Badan Wakaf
Uang yang ada di Undang-Undang dan Peraturan
Pemerintah yang menyebutkan bahwa Badan
Wakaf Uang harus bekerja sama dengan LKS-
PWU, dan pada akhirnya MUI menentukan Bank
BPD DIY Syariah sebagai Lembaga Syariah
Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) BWU/T MUI
DIY. Dengan disepakatinya Bank BPD DIY
Syariah sebagai LKS-PWU maka kantor Pusal

'Leaflet Badan Wakaf Uang/Tunai MUI DIY, 2014
63
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Operasinal BWU/T MUI DIY dipindahkan ke
kantor Bank BPD DIY Syariah yang berada di jalan
Cik Ditiro nomor 34 Yogyakarta. Hal ini diperkuat
dengan penandatanganan MOU antara Bank BPD
DIY dengan BWU/T MUI DIY.

Pada tanggal 20 Maret 2008 setelah
pembentukan pengurus, BWU/T mengadakan
RAKERDA (Rapat Kerja Daerah) BWU/T MUI
DIY yang bertempat di Aula Masjid Pangeran
Diponegoro komplek Balai Kota Yogyakarta jalan
Kenari nomor 56 Yogyakarta. Dari kegiatan
tersebut dihdsilkan-beberapa\program kerja. Karena
wakaf uang merupdkan hdl baru, maka awal tahun
2009  penguras <@ beberapakali  mengadakan
pertemuan ufituk¥pentbahasan mendalam tentang
kelengkapan,~ syarat:syarat| dan undang-undang
terkait wakafuang:

Sedangkan ) pada) akhir| tahun 2009, BWU/T
sudah  dapat fokus mengadakan kegiatan
penghibipundn=—"ddna) ®Rada"Tawal %ahun 2010,
BWU/T telah melakukan kegiatan penyaluran dana
manfaat Wakaf di dua /lokasi yaitu; Kecamatan
Imogiri Kabupaten Bantul dan Kecamatan Berbah
Kabupaten_Sleman, ‘waldupln |pada saat itu dana
yang disalurkan masih sangat terbatas dengan
nominal Rp 2.000.000 untuk lima mauquf alail’.

Setelah penyaluran dan melihat banyak potensi
wakaf uang maka BWU/T MUI DIY mengadakan
sosialisasi di beberapa instansi, diantaranya
Kementerian Agama, Pemerintah Kota, Dinas
Pendidikan, Kantor Kejaksaan, Kantor Pengadilan
Negeri, Perbankan dan lain sebagainya. Setelah
diadakannya sosialisasi tersebut terjadi peningkatan

%ibid
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jumlah dana wakaf yang cukup signifikan. Tahun
2011 hingga sekarang BWU/T telah menjadi
instansi yang berkembang, sehingga banyak para
akademisi mengadakan penelitian di Badan Wakaf
Uang/Tunai (BWU/T) ini.
2. Visi Misi BWU/T MUI DIY?

Sebagai lembaga wakaf yang sudah menerima
banyak amanah dari masyarakat luas, BWU/T MUI
membentuk visi misi yaitu:

Visi
Menjadi nazhir yang amanah dan handal di
Provinsi  DIY——yang—berorientasi  pada
peningkatan kesejahteraan umat dan kemajuan
syiar Islam
Misi
Memfasilitasi masyarakat untuk berwakaf uang.
Mengelola aset wakaf dengan amanah dan
professional.
Meningkatkan’tkesejahteraan  umat  melalui
pentasarufan manfaat wakaf dengan bisnis riil.
Meningkatkan  “kesejahteraan | umat . elalui
kegiatan sosial.
Memajukan'syiar lslafrsecara’ umum

3. Kepengurusan BWU/TMUFDEY"

Pengurus“=Badan" Wakaf™=Uang */ Tunai
(BWU/T) MUI DIY Masa Bhakti 2014-2017
berdasarkan keputusan BWU/T MUI DIY Nomor
A.03/ SK/ BWU/TMUI-DIY/ 2009, tanggal 16
Januari 2009/19 Muharram 1430 H tentang
Kepengurusan BWU/T MUI DIY

ibid
Sibid
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Dewan Pertimbangan

Ketua : Drs. H. M.Thoha Abdurrahman
Anggota : Drs. H. Ahmad Mubhsin
Kamaludiningrat

: Drs. H. Syafaruddin Alwi, MS
Dewan Pelaksana

Ketua : Drs. H. Harsoyo, M.Si.

Wakil Ketua : Drs.H.Moh. Halimi Djazim
Hamidi,M.M.

Sekretaris : Zaki Ghufron, S.Pd.I.

Bendahara : AKBP. Dra. Hj. Saryanti, M.Si.

Seksi Penghimpunan'Dana

Jauhar Faradis, S.Hily, M. A;
Murdiyana, SIEAM.M,

Drs. Rifa’i AbubakaryM.A;
Muhammad ¥ usuf] Wibisono, S.E., Akt.
Drs. Ali Mahsuns

Mufti Afif, Le., MLA.

Seksi Pentasarufan (Penyaluran Dana)
Agus\Sutata/'S.E., Akt.,‘M.Si-
Muhammad Soni Cahyanto, S.E.
Marsiyamto,S.E., AKt.

H.M., Iskandar, S.E.

Asrul Tusna, S.Si.

Seksi Penelitian dan Pengembangan
Duddy Roesmara Donna, S.E., M.SI.
Muhammad Munif Ridwan, S.E.

Audit Internal

Drs. H. Herman Legowo, M.Si., Akt.
Faiz Zamzami, SE. Akt., M.Acc .
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4. Program BWU/T MUI DIY>
a) Penghimpunan Dana

Kegiatan penghimpunan dan dibagi menjadi 4

macam yaitu:

D

2)

3)

4)

Wakaf Tetap adalah wakif mewakafkan
uangnya secara permanen, sehingga
seseorang yang telah mewakafkan uangnya
tidak  dapat  diambil kembali atau
dikembalikan kepada wakif. Sifat uang
tersebut sudah menjadi hak mauquf alaih.
Wakaf Sementara adalah wakif mewakafkan
uangnya dengan——ketentuan waktu yang
ditentukan”? wakif, apabila harta yang
disalurkansudah 'sampai pada waktu yang
telah  ditentukan~®maka harta tersebut
dikembalikan ke|wakif.

Wakaf Standar, jini berkaitan dengan wakaf
tetap, tetapi seorang wakif tidak bisa ikut
andil dalam~menentukan objek penyaluran.
BWU/T MUI_DIY yang berkuasa_penuh
dalam penyaluraii“ke.berbagai-bidagg atau
seseorang~yang berhak menerima manfaat
dana wakaftunat.

Wakafichusus, pwal@f-klitisus ini mengikuti
kehendak” wakif akammenyaltrkan vangnya
untuk bidang kesehatan, pendidikan, atau
pengembangan UKM, dll.

b) Penyaluran Dana

D

Adapaun kegiatan penyaluran dana adalah®:
Produktif, terdiri dari penyaluran untuk
bisnis riil dan investasi produk keuangan
syariah.

Sibid
S ibid
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2) Sosial, terdiri dari penyaluran untuk
pendidikan dan kesehatan
3) Kegiatan penyaluran manfaat:

a) Pinjaman Produktif Tanpa Agunan
dan Biaya (PROTAB) Reguler
(diangsur bulanan selama 1 tahun)

b) Pinjaman Produktif Tanpa Agunan
dan Biaya (PROTAB) Sebrakan
(jangka waktu pengembalian lebih
pendek).

c) Hibah Berkembang, pemberian dana
hibah ‘kepada pondok pesantren/panti
asuhdn berbasis wirausaha untuk
modal _fusaha  dan  dilakukan
pemantauan secara berkala.

d) ZPendampingan Usaha Mitra.

e)Investasi~-Syirkah Berjangka Ridho
Semua (ISYKARIMA)

¢) Tujuan Program Kerja

BWU/T™™MUI DIY" memiliki" program kerja
yang telal disahkan pada Rapat Pleno Badan
Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama Indonesia
Provinsi 1.1 JYogyakartasTaliun 2008, berikut
adalah tujuan, sasaran, target, serta penerima
manfaat dari BWU/T MUI DIY.

Tujuan penetapan Garis-garis Besar Program
Kerja Badan Wakaf Uang Tunai Mejelis Ulama
Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
adalah terbinanya umat Islam yang berkualitas
tinggi, terciptanya sumber daya muslim yang
berakhlak mulia dan terwujudnya Kemampuan
kesejahteraan ekonomi umat dalam bentuk :
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1) Meningkatnya kualitas pemahaman dan
pengamalan ajaran Islam dalam setiap
pribadi muslim di Propinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta yang tercermin dalam tindakan
dan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

2) Meningkatnya kesadaran hidup beragama
yang salah satu wujudnya dengan
melaksanakan wakaf uang tunai, berbangsa
dan bernegara dikalangan kaum muslimin
sehingga terwujudnya ketahanan mental
serta sosial dan tangguh dalam menghadapi
kehidupan ~yang—-penuh  tantangan baik
regional maupun global.

3) Memantapkan ¢dan ymeningkatkan  peran
Badan Wakaf Wang® Tupai Mejelis Ulama
Indonesia| > Propinsi |Daerah  Istimewa
Yogyakartd dalam membangun umat Islam
di Propinsi- ‘Daerah (Istimewa Yogyakarta
yang berkualitas tinggi, berakhlakul karimah
serta semakin _meningkatnya kesejahteraan
ekonomiwimat.

d) Sasaran Pregram Kerja

Sasaran ‘dart "pregram ‘kerja BWU/T MUI
DIY @dalah=Seluruh, lapisan-masyarakat yang
memiliki keflampuan berwakaf dan masyarakat
yang menjadi sasaran program pengembangan
Badan Wakaf Uang/Tunai Majelis Ulama
Indonesia D.1.Yogyakarta.

Adapun penerima manfaat dari wakaf ini
dibagi menjadi dua yakni penerima manfaat
secara langsung dan tidak langsung. Untuk
penerima manfaat secara langsung yakni bagi
wagqif sendiri dan juga mauquf ‘alaih sebagai
pemanfaat dana. Sedangkan untuk penerima
manfaat tidak langsung adalah mitra usaha
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nazhir wakaf yang melakukan kerjasama dengan
nazhir wakaf melalui BWU/T MUI DIY.

(  ISLAM
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B. Analisis Pengelolaan Wakaf Tunai BWU/T MUI

DIY
Secara garis besar bentuk pengelolaan wakaf tunai

yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY terbagi ke
dalam tiga bagian, yakni penghimpunan dana wakaf,
pengembangan dana wakaf, dan pendistribusian hasil
wakaf’.
1. Penghimpunan Wakaf Tunai BWU/T MUI DIY

Penghimpunan dana (fundraising) merupakan
kegiatan penggalangan dana, baik dari individu,
organisasi, maupun badan hukum. Adapun yang
dimaksud metode~atauteknik~fundraising adalah
suatu bentuk kegiatan yang khas yang dilakukan
oleh nazhir dalant rangka menghimpun dana/daya
dari masyarakat.

Metode ini pada dasarnya dapat dibagi kepada
dua jenis, vaitus langsung (djrect) dan tidak
langsung (indirect).( Metode (langsung adalah
metode yang menggunakairteknik-teknik atau cara-
cara_ yang ~melibatkan _partisipasi. wakif. secara
langsung. yaknivbentul-bentuld findraising.dimana
proses interaksie=dan daya akomodasi terhadap
respons wakif" bisa™seKetika" dilakukan.Misalnya,
melalui | INdirecr, «mbil ) I=difect] padvertising,
telefundraising, dan presentasi langsung.

Metode fundraising tidak langsung dan
merupakan suatu metode yang menggunakan teknik
atau cara yang tidak melibatkan partisipasi wakif
secara langsung. Metode ini dilakukan dengan
metode  promosi yang mengarah kepada

7 Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31
Juli 2017.

$Zaim Saidi, Kewiraswastaan Sosial Strategi Pengembangan
Bisnis Berwawasan Sosial bagi Lembaga Swadaya Masyarakat
(LSM), dalam, Miftahul Huda,Model Manajemen Fundraising Wakaf,
Jurnal Ahkam: Vol XIII, No 1,(Januari 2013), hlm. 35
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pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa
diarahkan untuk transaksi donasi pada saat itu.
Misalnya advertorial, image campaign, dan
penyelenggaraan suatu kegiatan melalui perantara,
menjalin relasi, melalui referansi, dan mediasi para
tokoh®.

Dalam melakukan penghimpunan wakaf tunai
BWU/T MUI DIY menggunakan kedua metode
tersebut. Untuk metode langsung yakni dengan
mendatangi pengajian-pengajian yang ada di
wilayah Yogyakarta, yang selanjutnya dalam
pengajian [ tersebtit™ BWU/T  MUI DIY
memperkenalkan wakaf tunai baik dari segi manfaat
dan  juga|)mekanisnie O perwakafannya, yang
kemudian |.dilanjutkan -, /dengan  memberikan
kesempatan kepada para “jamaah pengajian untuk
bisa memberikan“wakaf-pada tempat yang sudah
disediakan 'oleh /pihak/ BWU/T MUI DIY. Selain
dengan menggunakan metode langsung berupa
pengajian,dalam-menghimpun, wakaf tunai, BWU/T
MUI DIY juga menerima wakaf tunai dengan
metode tidaky langsting,/‘dimana BWU/T/T MUI
DI1Y sudah bekerjasama dengan pihak Departemen
Agama“ wilayah’ Yogyakartaddan-juga Bank BPD
Syariah Yogyakarta dalam memperkenalkan wakaf
tunai yang ada pada BWU/T MUI DIY°.

Jika dilihat dari awal berdirinya BWU/T MUI
DIY pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2017 di
setiap tahunnya ada kenaikan jumlah dana wakaf
dan wakif yang diterima oleh BWU/T MUI DIY.
Bahkan total dana yang wakaf tuani yang sudah
terkumpul sampai saat ini sudah mencapai kurang

9 .
1bid,
Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31
Juli 2017.
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lebih 600 juta rupiah''. Diakui bahwa seharusnya
nominal tersebut bisa saja lebih besar jika pihak
BWUT MUI DIY lebih gencar dalam melakukan
penghimpunan dana.

430,175,191 434,536,497
307,050,808

500000000 377,098,128
400000000
300000000 -
200000000 -
100000000 -

258,173,436

Gambar 1 Grafik'dana wakaf yang telah dihimpun
BWU/T\ MULDIY hingga27 April 2015
Sumber: Pengenalan Wakaf Tunai di Kulon Progo oleh
Harsoyo, 2015;

13021394 1415

1123

Gambar 2 Grafik Kenaikan Jumlah Wakif BWU/T
MUI DIY Sejak tahun 2008 sampai dengan 27 April
2015
Sumber : Pengenalan Wakaf Tunai di Kulon Progo oleh
Harsoyo, 2015,

Yibid



74

Dari kedua grafik diatas dapat dilihat bahwa
sejak awal berdirinya BWU/T MUI DIY pada tahun
2008 sampai dengan pada tahun 2015 terjadi
kenaikan jumlah wakif dan juga dana wakaf yang
diterima oleh BWU/T MUI DIY. Harsoyo selaku
ketua pelaksana BWU/T MUI menjelaskan bahwa
seharusnya untuk dana yang terhimpun bisa saja
melebihi jumlah dana tersebut, hanya saja memang
terjadi beberapa kendala seperti belum besarnya
tingkat pengetahuan masyaraskat tentang wakaf
tunai dan juga tingkat kesadaran untuk memberikan
harta wakaf,  sehingga"memang dibutuhkan peran
yang sangat ‘pentin@iuntull memperkenalkan wakaf
tunai baik|‘yang “dilakukan oleh nazhir wakaf
maupun lembaga‘pemerintahian'®,

Untuk mekanjsme pemberian wakaf tunai dari
wakif kepada- BWU/T"MUILDIY sebagaimana yang
tercantum '“dalam ) selembaran  brosur  yang
disebarkan oleh BWU/T MUI DIY yakni dengan
cara“wakif /mendatangi~-LKS PWW dalam hal ini
adalah Bank BPD DIY Syariah baik untuk kantor
cabang atalcabang._pembatu, selanjutnya wakif
mengisi Akta Ikrar Wakaf (AIW) dan memberikan
dana wakaf/yang Imana.seeara. gtomatis dana yang
diberikan akan masuk ke dalam rekening BWU/T
MUI DIY, kemudian wakif menerima AIW, dan
diahiri dengan LKS-PWU mencetakan Sertifikat
Wakaf Uang (SWU)"2.

Untuk wakif yang berhak mendapatkan SWU,
sebagaimana yang ditetapkan oleh pihak BWU/T
MUI adalah wakif yang memberikan wakaf dengan
minimal nominal Rp. 50.000. Sedangkan untuk

2017.

“Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli

PBrosur BWU/T MUI DIY
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wakif yang ingin memberikan wakaf tunai dibawah
nominal tersebut tetap akan diterima oleh pihak
BWU/T MUI hanya saja nantinya pihak BWU/T
tidak mencetakkan SWU™.

Dilihat dari metode penghimpunan dana yang
dilakukan oleh BWU/T MUI DIY sudah sesuai
dengan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor
01 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengelolaan dan
Pengembangan Harta Benda Wakaf Bergerak
Berupa Uang. Dalam undang-undang tersebut pada
bagian Il tepatnya pada pasal ke 4 mengenani
setoran wakaf uyang—disebutkan bahwa setoran
wakaf uang dapat’ dilakukan sgécara langsung dan
tidak langsung. Diman@ setoran/wakaf uang secara
langsung adalah o« wakif-atau-kuasanya hadir di
kantor LKS-PWU sedangkan W¥ntuk setoran tidak
langsung adalah|melalyiimedia.electronic channel,
antara lain: Anjungan Tunai Mandiri (ATM), Phone
Banking, Internet Banking;/dan Mobile Banking'>.

Untuk ~ mekanisme  penghimpunan_ atau
penyetoranwakaf tunai vang. dilakukan-olelDwakif
kepada BWU/T MUl DIY juga sudah memenuhi
persyaratan yarfg= ditetapkan’ oleh BWI dimana
wakif mendatangi EKS\PWU-dalam hal ini adalah
Bank BPD DIY“Syafiah baik=unttik kantor cabang
atau cabang pembatu, selanjutnya wakif mengisi
Akta lkrar Wakaf (AIW) dan memberikan dana
wakaf yang mana secara otomatis dana yang
diberikan akan masuk ke dalam rekening BWU/T
MUI DIY, kemudian wakif menerima AIW, dan
diahiri dengan LKS-PWU mencetakan Sertifikat
Wakaf Uang (SWU).

“Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31
Juli 2017.
*Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009
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Hanya saja yang menjadi permasalahan dalam
mekanisme penghimpunan wakaf tunai oleh
BWU/T MUI terletak pada pencetakan SWU,
sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan
Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009
pada Bagian II pasal 3 ayat ke dua bahwa wakif
yang menyetorkan wakaf uang paling kurang
Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) akan memperoleh
Sertikat Wakaf Uang, sedangkan BWU/T MUI DIY
mengeluarkan SWU dengan minimal wakaf di
nominal Rp__50.000,00 sehinga tidak terdapat
kesesuaian bahkairuntuk perbandingan nominalnya
juga terlalu jauh.

Selain |ith wntuk wakaf tunai secara kolektif
atau wakaf yang berasal lebih dari satu orang wakif
(kelompok) disebutkan dalam pasal ke 7 bahwa
pendaftaran—wakaf uang—kolektif  disampaikan
kepada Mentenl dan/ BWT) setiap 3 (tiga) bulan
sekali. Sedangkan dalam hal ini BWU/T MUI DIY
meniukul\rata-antara’ wakaf pers€orangan ataupun
wakaf kolektif. Sehingga dari pihak BWU/T MUI
DIY tidak.ada_ yanmg-melaporkan wakaf kolektif
kepada _pihak Menteri_dan, BWI, selain karena
memang sampai’ saat lini. BWU/F"MUI DIY juga
belum memiliki legalitas dari pihak BWI atau
badan hukum yang jelas.

Terkait pencetakan SWU yang dilakukan oleh
pihak BPD Yogyakarta Syariah dan BWU/T MUI
DIY sebenarnya patut diapresiasi, dengan
penentuan minimal jumlah wakaf tunai di nominal
Rp 50.000,00 dirasa tidak terlalu besar, sehingga
bisa menjadi daya tarik bagi setiap golongan
masyarakat  baik menegah ke atas, maupun
menengah ke bawah karena sertifikat ini bisa
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dianggap sebagai bentuk apresiasi atau sebagai
ucapan terimakasih .

Berbeda dengan penetapan dari BWI yang
menentukan jumlah minimal wakaf tunai untuk
mendapatkan SWU yakni Rp 1.000.000 dirasa
terlalu  besar dan tidak menarik, sehingga
masyarakat yang berada pada level menengah ke
bawah merasa bahwa untuk bisa melakukan wakaf
tunai harus dengan menggunakan jumlah vang yang
besar.

2. Pengembangan Wakaf Tunai BWU/T MUI DIY

Pengembangan-wakaf-tunai merupakan proses
mengembangkan dana wakaf yang sudah terkumpul
guna untuk mendapankanthasil tanpa mengurangi
jumlah dana wakaf yangsfiantinya hasil tersebut
dapat dirasakan oleh mauguf alaih.

Dalam hal | pengelolaan wakaf tunai untuk
dikembangkan, “BWU/T, /MUl DIY sudah
bekerjasama dengan”salaly-sate’ LKS PWU yang
ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini adalah Bank
BPD, Yogyakawta Svarialy, Sehinggaseluctih dana
yang masuk kepada BWU/T MUl DIY akan
dimasukkan ke dalam-Barmk BPD'Yogyakarta atas
nama rekening=BWUT MU ¢BIY'% Selain itu
untuk lebth memudalikan datam™berkordinasi antara
BPD DIY Syariah dengan pihak BWU/T MUI D1Y,
pihak BPD DIY Syariah juga memberikan sekre
bagi pihak BWU/T MUI DIY yang berada dalam
satu tempat dengan BPD DIY Syariah.

Terkait mekanisme pengelolaan pengembangan
wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY
adalah bahwa dana wakaf tunai yang masuk kepada

'®Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31
Juli 2017
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BPD DIY Syariah akan dimasukkan kedalam
rekening tabungan mudharabah atas nama BWU/T
MUI DIY dengan No.rek 500.262.777-1. Setelah
dana wakaf tunai yang terkumpul pada tabungan
BWU/T MUI DIY mencapai nominal yang
ditentukan  selanjutnya  melalui  persetujuan
bendahara BWU/T MUI DIY dana tersebut akan
dipindahkan pada rekening deposito BWU/T MUI
DIY tetap pada Bank yang sama yakni BPD DIY
Syariah sebagai LKS PWU'"". Sehingga nantinya
dana yang diberikan kepada mauquf alaih adalah
hasil dari bagi hasil‘deposito wakaf tunai, sehingga
pokok daril wakaf tunai tidak berkurang.
Selanjutnya isebutkan) oleh Zaki Gufhron bahwa
sampai saatlini“fpominal; bagi hasil yang sudah
diterima olegh BWU/T MUI DIY sudah mencapai
nominal  Rp~—~100:000.000,00 yang mana
keseluruhan ‘dana bagi hasil) tersebut sudah berhasil
diputarkan, karena BWU/T MUI DIY memiliki
prinsip bahwa semakin ‘cepat dand\diputarkan maka
akan semakin memeberikan manfaat dari pada dana
harus mengendap'®.

Sebagaimana _diatur_dalam UU No. 41 tahun
2004 tentang Wakaf pasal.28, /penerimaan wakaf
uang dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan
Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang
ditunjuk oleh menteri. Bank BPD DIY Syariah
merupakan salah satu lembaga keuangan syariah
yang memenuhi persyaratan untuk mengelola dan
mengembangkan wakaf uang. Pengelolaan dan
pengembangan wakaf uang di Bank BPD DIY
Syariah yaitu, Bank BPD DIY Syariah berperan dan

Yibid
Bibid
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menempati posisi sebagai penyimpan dana pokok
wakaf. Dalam pengelolaannya wakaf uang tersebut
nantinya akan berbentuk rekening tabungan dan
setelah terkumpul dana wakaf pokok uang sebesar
10jt akan dipindah ke dalam bentuk deposito,
sehingga nanti akan muncul bagi hasil. Bagi hasil
tersebut yang nantinya akan di salurkan ke
masyarakat atau kelompok yang membutuhkan
sebagai modal usaha, melaui kerjasama dengan
BWU/T MUI DIYsebagai pihak nazhir wakaf
tunai'®.

Dilihat dari segi-pengelolaan wakaf tunai yang
dilakukan oleh [BWU/T MUL DIY maka dapat
disimpulkan bahwa geéngelolaanya sudah sesuai
dengan regulasi yangiada agar dana wakaf dikelola
oleh lembaga keuangang yangitesmi ditunjuk oleh
perintah dan bwi4 dan/ dalam hal ini adalah Bank
BPD DIY Syariah. Untuk selanjutnya, keuntungan
dana yang diperoleltelah-~disalurkan kepada
mauquf alaih.

3. Pendistribusian/WaKkaf Tunah BWU/AMUI D1Y

Menurut Kamus Besar, Bahasa Indonesia
pendistribusian’ «niempunyai / afti proses, cara,
perbuatan,, mendistribusikan® ~Sedangkan yang
dimaksud® dengan “pendistribusian” ‘dalam wakaf
tunai adalah penyaluran dana hasil wakaf tunai
kepada mauguf alaih yang akan menerima manfaat
dari hasil wakaf tunai tersebut. Sehingga yang

""Hendro Setyadi, “Pengelolaan Pengembangan Wakaf Uang
Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 Pasal 48
Pada Bank BPD DIY Syariah”, Jurnal Iqtishadia, Vol. 2, No. 1, Maret
2017

PMuhammad  Afdhal,“Proses Kegiatan Penghimpunan dan
Pendistribusian Wakaf Tunai di Baitul Maal Hidayatullah Surabaya”,
Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 3 No.6 (Juni 2016),
him. 495
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diberikan kepada mauquf alaih bukanlah wakaf
tunai secara lansung melainkan Thasil dari
pengembangan investasi wakaf tunai tersebut.

Untuk  proses  pendistribusian,  dalam
kepengurusan BWU/T MUI DIY memiliki bagian
tersendiri yang disebut dengan seksi pentasarufan
atau penyaluran dana. Tugas dan wewenang dari
seksi pentasarufan ini secara garis besar adalah
menentukan dan mempertimbangkan mauquf alaih
mana saja yang akan menerima hasil dari wakaf
tunai. Selain_menetukan dan mempertimbangkan,
tugas dari geksi-pentasarufan adalah mendampingi
dan memberikan pembindan mauquf alaih selama
proses berjalanaya kegjasama antara BWU/T MUI
DIY dengan‘saugufalain’.

Untuk | pendisrtibusian |dana yang dilakukan,
BWU/T MUI-DFY” memiliki beberapa bentuk atau
model kegiatan/ Untuk/model produktif, terdiri dari
penyaluran untuk bisnis riil dan investasi produk
keuangan, syariah. .Sedangkan untuk bentuk sosial,
terdiri dari penyaluran untuk pendidikan dan
kesehatan, . Selain /dalam\ bentuk produktif dan
sosial, BWU/T_MUI _DILY juga memeiliki kegiatan
penyaluran./ manfaat! lyakni.*defrgan memberikan
Pinjaman Produktif Tanpa Agunan dan Biaya
(PROTAB 1) Reguler yang dapat diangsur bulanan
selama I tahun dengan maksimal pinjaman saat ini
mecapai nominal Rp 700.000, Pinjaman Produktif
Tanpa Agunan dan Biaya (PROTAB 2) juga dapat
diangsur bulanan selama 1 tahun dengan maksimal
pinjaman Rp 3.000.000 dan juga Sebrakan yakni
pinjaman yang dilakukan dengan nominal yang

*'Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31
Juli 2017.
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cukup besar dengan jangka waktu pengembalian
yang lebih pendek. Dalam kegiatan penyaluran
manfaat selain menggunakan sistem pinjaman,
BWU/T MUI juga memiliki kegiatan Hibah
Berkembang, yakni pemberian dana hibah kepada
pondok pesantren/panti asuhan berbasis wirausaha
untuk modal usaha dan dilakukan pemantauan
secara berkala®.

Akad pinjaman yang diberikan kepada mauquf
alaih sebenarnya hanyalah sebagai acuan atau
dorongan bagi para mauquf alaih untuk berusaha
mengembangkan _dapa—yang—dipinjamkan secara
produktif, yang| ertujuan bahwa mauquf alaih
memiliki rasa tanggungjawab untuk
mengembalikan | danamyang sudah dipinjamkan.
Meskipun pada | hakikat sebemarnya bahwa dana
bagi hasil wakaf“unai/yang diberikan merupakan
hak bagi mauquf alaih secara penuh.
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140 133 ,
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20 -
0

® Protab I

_ ® Protab 1
% Hibah

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Gambar 3 Grafik akumulasi jumlah maukuf alaih yang
telah menerima manfaat bagi hasil dari dana wakaf yang
telah dihimpun oleh BWU/T MUI DIY
Sumber : Pengenalan Wakaf Tunai di Kulon Progo oleh
Harsoyo, 2015.

2ibid
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Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa untuk
setiap tahunya terdapat peningkatan jumlah mauguf
alaih yang menerima manfaat bagi hasil dari wakaf
tunai yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY.

Sasaran atau tujuan yang ditetapkan oleh
BWU/T MUl DIY dalam  menentukan
pendistribusian dana bagi hasil wakaf tunai adalah
pada sektor perekonomian mikro pedesaan,
sehingga untuk dana yang diberikan tidak terlalu
besar akan tetapi dapat memberikan manfaat yang
maksimal. Dengan adanya pinjaman tanpa biaya
dan jaminafl, yang/“diberikan kepada masyarakat
pedesaan diharapkan = | mampu membantu
perekonomian jmasyarakap | yang tidak memilki
modal dan juga ‘jaminan $ebagai tambahan modal
usaha mikro®.

Jenis Usaha

® Pengolahan Makanan/ “e-Konveksi # Budidaya Tanaman
# Budidaya Hewan w Perdagangan

11%

1%

Gambar 4 Presentase jenis usaha mitra binaan
Sumber : Pengenalan Wakaf Tunai di Kulon Progo oleh
Harsoyo, 2015.

PWawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli
2017
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Berdasarkan gambar presentase di atas dapat
diperhatikan bahwa hampir keseluruhan dari jenis
usaha yang dijalankan oleh mauquf alaih sebagai
penerima dana bagi hasil wakaf tunai merupakan
usaha-usaha mikro yang dapat dijalankan oleh
masyarakat pedesaan. Harsoyo menambahkan pada
sektor usaha perdagangan, bahwa yang diperjual
belikan adalah  barang-barang yang dapat
diproduksi atau didapatkan dari sekitar masyarakat
seperti berjualan jamu, sayur-sayuran, makanan
ringan dan lain sebagainya?*. Sampai saat ini bentuk
pendistribusian dana-hagi-hasil-wakaf tunai BWU/T
MUI DIY juga sudah menjadi contoh bagi lembaga-
lembaga wakaf] tlainya, ‘karena dinilai model
pendistribusian yang dilakukan-oleh BWU/T MUI
DIY mampu berperan jbesar ddlam meningkatkan
sektor perekonomian /masyarakat menengah ke
bawah?,

Jika ditinjau~darisegi ‘pendistribusian yang
dilakukan oleh BWU/T MUI DIY selama ini maka
dapat_disimpulkan_baliwa .. pendistribusiaiy yang
dilakukan sudahe=sesuai dengan [Peraturan Badan
Wakaf Indonesia=Nomor 0 Tahun 2009 Tentang
Pedoman pPengelolaan pdan—Peggembangan Harta
Benda Wakaf Bergerak Berupa Uang. Pada Bab VI
pasal ke 13 dalam peraturan tersebut disebutkan
bahwa penyaluran manfaat hasil investasi wakaf
uang dapat dilakukan secara langsung dan tidak
langsung®®.  Dimana BWU/T MUl DIY
menyalurkan manfaat hasil dari wakaf tunai secara
langsung kepada mauquf alaih setelah melalui
proses pertimbangan kepengurusan dan juga

peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009.
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menyalurkan manfaat hasil dari wakaf tunai secara
tidak langsung dengan bekerjasama dengan Bank
BPD Yogyakarta Syariah.

Selain itu untuk program yang dijalankan oleh
BWU/T MUI DIY dengan mengarah kepada sektor
produktif, sosial, dan perekonomian mikro
pedesaan juga sudah sesuai dengan Peraturan Badan
Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009 yang
terdapat pada pasal ke 14 bahwa penyaluran
manfaat hasil investasi wakaf uang secara langsung
dapat dilakukan melalui program pembinaan dan
pemberdaydan masyarakat yang dijalankan sesuai
dengan syariah séperti program sosial, program
pendidikan/ ‘program kesehatan, program ekonomi
berupa pembinaanidan bantuan modal usaha mikro,
dan juga program|dakwali berupa penyediaan da’i
dan mubaligh--Hanya“saja-memang sampai saat ini
untuk program  kesehatan’/dan program dakwah
belum ada laporan terlaksanannya program tersebut.

Ditihat \ dari—=pengelolaail | Wakaf“-tunai yang
dilakukan oleh BWU/T MUI DIY baik dari segi
penghimpunan_“dana, pengembangan dana, dan juga
pendistribusian dana_maka_dapat disimpulkan bahwa
bentuk pengelolaan’ yang/dilakukan‘eleh BWU/T MUI
dapat dikatakan bagus, selain dikarenakan sudah sesuai
dengan regulasi yang ada tujuan dari adanya wakaf
tunai yang dikelola oleh BWU/T MUI sudah dapat
dirasakan oleh masyarakat [uas, terutama yang berada
di wilayah pedesaan.
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C. Penerapan  Prinsip-Prinsip  Good  Corporate
Governance pada Pengelolaan Wakaf Tunai
BWU/T MUI DIY

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa
GCG merupakan sebuah sistem tatakelola perusahaan
atau organisasi baik yang bersifat profit oriented
maupun nonprofit yang berlandaskan peraturan
perundang-undangan dan etika berusaha. Tujuannya
adalah untuk mengoptimalkan nilai perusahaan agar
memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional
maupun internasional, sehingga mampu
mempertahankan keberadaannya dan hidup
berkelanjutan untuk“”mencapai maksud dan tujuan
perusahaan?’.

Agar dapat berjalanusecara sehat sesuai dengan
arah yang ditetapkan, maka diperlikan prinsip-prinsip
yang harus diperhatikan dalam penerapan GCG oleh
perusahaan atau organisasi: - Prinsip-prinsip tersebut
adalah  transparasi—“{fransparency), akuntabilitas
(accountability), pertanggungjawaban (responsibility),
kemandirian (independency),; dankewajaran=kejlijuran-
keadilan (fairnes), ,Dengan demikian, implementasi
konsep  Good ! Cerperate=\ Governance  dalam
pengelolaany jperusahaans adalal= upaya anenerapkan
prinsip-prinsip Good “Corporate~ Governance dalam
aturan main, prosedur, dan hubungan antara pihak
yang mengambil keputusan dengan pihak yang akan
melakukan pengawasan terhadap keputusan tersebut?®,

Disampaikan oleh Harsoyo selaku ketua
pelaksana BWU/T MUI DIY bahwa lembaga wakaf

Tperaturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No: Per-
01/Mbu/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik
{Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara Pasal
1 No. 1.

“Rahmani Timorita Yulianti, Good Corporate Giovernance di
Lembaga Zakat, (Yogyakarta: Kaukaba, 2016), him. 19
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ataupun lembaga-lembaga lainya diharuskan untuk
menerapkan prinsip-prinsip GCG, sebagai sebuah
tatakelola organisasi yang baik dan berpengaruh
terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Hanya saja
diakui bahwa sampai saat ini untuk penerapan prinsip-
prinsip GCG di BWU/T MUI DIY bisa dikatakan
cukup lemah®.

Ada beberapa faktor kendala yang dihadapi oleh
BWU/T MUI DIY dalam menerapkan prinsip-prinsip
GCQG, salah satu faktor yang menjadi kendala adalah
kepengurusan nazhir BWU/T MUI DIY. Sebagai
pengelola lembaga -wakaf' yang hanya mengandalkan
prinsip keihklasan tanpaadanya imbalan menyebabkan
sebagian besar {pengurus BWU/T MUI DIY memiliki
profesi lain seldin menjadi nazhir BWU/T MUI DIY.
Perihal tersebut menyebabkan kurang fokusnya
pengurus-pengurus—-BWU/T- MUI DIY dalam
menjalankan tugas//'sebagai nazhir. Sehingga dapat
dikatakan jika sampai saat ini BWU/T MUI DIY masih
lemah \ddlam/ menerapkan | “prinsip-prmsip GCG
merupakan hal yang wajar. Akan tetapi BWU/T MUI
DIY akan selald befusaha suntuk dapat menjadi
lembaga wakaf yang__professional dan dapat
memberiKan pelayanan‘bagimasyarakat™.

Adapun untuk penerapan prinsip-prinsip GCG
yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY dapat
dijabarkan sebagai berikut :

1. Transparasi (transparency)

Transparasi merupakan salah satu aspek
penting yang harus terpenuhi sebagai usaha untuk
meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
sebuah lembaga. Di mana dalam penerapan prinsip

®Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli
2017
“ibid
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transparasi ini perusahaan harus menyediakan
informasi secara tepat waktu, memadai, jelas,
akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah
diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan
haknya

Bentuk transparasi yang dilakukan oleh
BWU/T MUI DIY selama ini yakni dengan
memberikan laporan keuangan dan laporan kegiatan
kepada masyarakat luas. Hanya saja sampai saat ini
BWU/T MUI belum memberikan kemudahan akses
bagi masyarakat untuk mengetahui laporan
keuangan dan laporan-kegiatan-yang dilakukan oleh
BWU/T MUI DI¥. Bentuk laporan keunangan dan
kegiatan BWU/[=MUI IDLY thanya disampaikan
melalui presentasi saatsadagpengenalan wakaf tunai
melalui pengajian, ataupun perkumpulan yang
difasilitasi oleh% kemenag, serta memberikan
informasi pelaporan: Kepada mereka yang meminta
secara langsung kepada-BWU/T'MUI DIY, seperti
ketika ada proses penelitian dari mahasiswa dan
lain sebagainya’/

Sehingga sebenarnya BWU/T MUI DIY akan
selalu terbukal 4jika-—ada=yang/ meminta bentuk
laporan keuangau danplaperan kegiatan. Beberapa
kendala "yang dihadapt BWU/T-MUT DIY dalam
melakukan transparasi laporan keuangan dan
laporan kegiatan adalah tidak adanya dana
operasional yang memadai, disampaikan oleh Zaki
Gufhron selaku sekertasris BWU/T MUI, bahwa
pada tahun 2012 BWU/T MUI pernah mencoba
untuk memunculkan laporan keuangan dan laporan
kegiatan melalui Koran KR hanya saja dikarenakan

3'Wwawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31
Juli 2017
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terkendala dana operasional sehingga laporan
keuangan dan laporan kegiatan tidak jadi
dimunculkan®.

Selain tidak adanya dana operasional
kesibukan dari pengurus BWU/T MUI DIY juga
menjadi salah satu kendala dalam proses
transparasi yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY.
Sebelumnya BWU/T MUI DIY sudah pernah
mencoba untuk membuat website dengan alamat
https://BWU/Tmuidiy.wordpress.com sebagai
bentuk usaha memudahkan masyarakat dalam
menerima [aporam ‘kettangan dan kegiatan yang
dilakukan oleh BWUB/T MUI DIY, namun sampai
saat ini di dalanj,website tersebut sama sekali tidak
ada bentuk |ldporaniKeuangan hanya ada beberapa
foto hasil |dokumentasi Kegiatan yang dilakukan
oleh BWU/T-MUT'DIY:

Untuk > laporan/\ terhadap  pihak  yang
berkepentingan dalam hal ini adalah wakif, BWI
dan Yjuga\ MUl=sebagai-lembagd \yang menaungi
BWU/T MUI DIY, bahwa BWU/T MUI DIY
belum pernaly memeberikan/laporan keuangan dan
kegiatan secara_khusus_kepada wakif, begitu juga
BWU/T MURbelum pernahmelakukan pelaporan
terhadap BWI karena memang sampai saat ini
BWU/T MUI DIY belum terdaftar sebagai lembaga
wakaf tunai di BWI. Akan tetapi BWU/T MUI DIY
sementara ini hanya memberikan laporan keuangan
dan kegiatan kepada pihak MUI sebagai lembaga
yang menaunginya>>.

Jika dilihat dari segi penerapan prinsip
transparasi yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY

32 Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31
Juli 2017
B ibid
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selama ini maka dapat dikatakan belum memenuhi
standar atau belum memenuhi indikator-indikator
penerapan prinsip transparasi, meskipun BWU/T
MUI DIY tidak akan menutupi laporan keuangan
dan kegiatan jika ada yang meminta.

Dalam bukunya Good Corporate Governance
di Lembaga Zakat, Rahmani Timorita menyebutkan
bahwa ada sembilan indikator yang dapat
digunakan dalam menerapkan prinsip transpasi®®.
Kesembilan indikator tersebut adalah rencana kerja
tahunan; laporan keuangan berkala triwulan ,tengah
tahunan ,dan tahunan;—sitem. akuntasi berbasis
standar akutansij ¢eknologi informasi dalam sistem
pelaopran  kegiatan 4 /dan kevangan;  sistem
manajemen  inf¢rmasi; ddporah kegiatan dan
keuangan insidental; “informasi| penting tentang
kegiatan insidental.

Sehingga jika .dilihat 7 dari kesembilan
indikator tersebut’baliwa-BWU/T MUI DIY hanya
terpenuhi pada laporan keuangan berkala tahunan
saja; Untbk repcana” kegja_“taljunand.diakth oleh
Harsoyo bahwa.. pernah, diadakan sebelumnya
namun tidak secara rutin/setiap tahunya, sedangkan
untuk penyusunan keuangan-berkala tciwulan dan
tengah tahunan-stidal’ menjadi-Satd 'dengan laporan
berkala tahunan, untuk sistem akuntansi berbasis
standar akuntasi diakui sampai saat ini juga belum
terlaksana karena sampai saat ini juga belum ada
sistem akuntansi untuk wakaf, terkait teknologi
informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan
keuangan juga belum dimanfaatkan sebaik
mungkin.

*Rahmani Timorita Yulianti,Good C orporate,,, hlm. 73
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Dalam pedoman GCG komite Nasional
Kebijakan Governance Indonesia atau KNKG 2006
menyebutkan bahwa transparasi adalah prinsip
dasar yang berfungsi sebagai objektifitas dalam
pengelolaan suatu lembaga®®. Lembaga wakaf
sebagai suatu lembaga publik yang mengelola dana
umat sudah semestinya dapat melaksanakan proses
transparasi yang mudah dipahami dan juga mudah
untuk didapatkan sebagai bentuk
pertanggungjawaban terhadap pemangku
kepentingan ataupun kepada masyarakat umum.

Selainl  sebagat ‘Bentuk pertanggungjawaban,
proses  transparaSiy, tentunya  juga  dapat
meningkatkan (tingkat! Kepercayaan masyarakat
terhadap lembagatwakaf sebagai pengelola wakaf.
Sehingga BWU/TI MUI DIY diharapkan mampu
meningkatkan—tingkat—transparasinya terutama
dalam memberikan kemudahan bagi masyarakat
dalam mengakses laporan keuangan dan kegiatan
sebagai | benfuk-rasa-tanggungjawab BWU/T MUI
DIY sebagai lembaga publik.

2. Akuntabilitas (accountability)

Prinsip _dasar__dari_._ akuntabilitas adalah
perusaliaan.hacus [dapat.mempertanggungjawabkan
kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu
perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan
sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap
memperhitungkan kepentingan pemegang saham
dan pemangku kepentingan lain®®.

Tidak hanya berlaku pada perusahaan, prinsip
akuntabilitas juga berlaku pada lembaga wakaf
sebagai lembaga publik yang mengelola dana dari

*Komite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman Unium
Good Corporate Governance Indonesia , 2006, him. 5
*ibid, hlm. 5-6
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pihak ketiga (wakif) sebagai bentuk
pertanggungjawaban kinerja. Adanya penerapan
prinsip akuntabilitas ini dapat menciptakan kinerja
yang  berkesinambungan, sehingga  dapat
mempertahankan atau bahkan meningkatkan
kepercayaan wakif dan masyarakat umum. Dalam
prinsip akuntabilitas ini lembaga wakaf dituntut
untuk dapat memberikan kejelasan fungsi, struktur,
sistem, dan pertangunngjawaban organ lembaga
wakaf sehingga pengelolaan lembaga wakaf
terlaksana secara efektif.

Pada umummya—pemahaman mengenani
prinsip akuntabilitas disebabkan |oleh pengetahuan
dan diperoleh dari pénerapanJindikator-indikator
akuntabilas seperti \penyiapan; laporan keuangan
secara cepat dan |tepat; komite audit dan manajemen
resiko; kordinasy program Kerja; monitoring
program kerja/ -Kegiatany (dan, terahir evaluasi
program kerja/ kegiatan®”:

Dalam pelaksanaan prinsip akuntabilitas yang
dilakukan oleh' BWU/TMULDIY disampaikan oleh
Harsoyo selaky ketua pelaksana BWU/T MUI DIY
bahwa sampai “saat—ini “dapat’ dikatakan sangat
lemah. Ini, dapat dilihat ydart deberapa indikator
yang tidak terpenuhi.” Seperti penyiapan laporan
keuangan secara cepat dan tepat diakui bahwa saat
ini masih banyak kekurangan yang dialami oleh
BWU/T MUI DIY baik dari segi penyusunan
laporan keuangan tersebut maupun dari segi bentuk
pelaporanya®®,

Selanjutnya terkait dengan komite audit dan
manajemen resiko juga belum berjalan dengan baik,

2017

¥7Rahmani Timorita Yulianti,Good Corporate,,, hlm. 74-75
3Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli



92

meskipun BWU/T MUI sudah memiliki audit
internal tersendiri dalam susunan kepengurusan
namun diakui sampai saat ini belum berjalan sesuai
dengan yang diharapkan, selain itu disampaikan
bahwa sampai saat ini juga belum ada bentuk
auditing dari pihak eksternal.

Selain itu terkait dengan kordinasi program
kerja, monitoring program kerja/ kegiatan, dan
evaluasi program kerja/ kegiatan juga belum
berjalan secara maksimal. Kendala yang dihadapi
oleh BWU/T_MUI_DIY adalah kesibukan dari
masing-masing pengurus yang memiliki
tanggunjawab diluarpkepengurusan nazhir BWU/T
MUI DIY,” yang ményebabkan masing-masing
pengurus méhgalami kesulitan untuk berkordinasi
satu sama lain®.

Jika ‘—difiliat “dari— banyaknya indikator-
indikator akuntabilas //yang tidak terpenuhi oleh
kepengurusan BWU/T MUI DIY maka dapat
disimpulkait bahwa-saat-ini untuk’penerapan prinsip
akuntabilitas BWU/T MUI DIY masih sangat
lemah. Sehifigga _diharapkankedepannya BWU/T
MUIL DIY. dapat ;menerapkan prinsip akuntabilitas
secara utuly, dengan' cara masing=masing pengurus
dapat bertanggungjawab terhadap tugas masing-
masing yang sudah diamanahkan.

. Responsibilitas (responsibility)

Responsibilitas atau yang yang sering juga
disebut dengan  pertanggunjawaban merupakan
bentuk pertanggungjawaban lembaga kepada
kepatuhan perundang-undangan serta melaksanakan
tanggung jawab terhadap masyarakat dan
lingkungan sehingga dapat terpelihara

Yibid
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kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan
mendapat pengakuan sebagai good corporate
citizen™,

Sehingga setidaknya terdapat beberapa
penerapan  indikator  sebagi  usaha  untuk
menerapkan prinsip responsibilitas, indikator-
indikator tersebut adalah : anggaran dasar dan
peraturan perundang-undangan; kewajiban sosial
perusahaan (CSR); kemitraan dengan masyarakat
atau bina lingkungan; keterbukaan informasi sesuai
regulasi; etika moral, dan akhlak?!.

Terkait dengan penerapan prinsip
responsibilitas yang dilakukanZoleh BWU/T MUI
DIY terdapat kekurangans Keékurangan tersebut
terletak pada peraturaiispertindang-undangan terkait
dengan pendaftaran BWU/T !MUI DIY sebagai
nazhir wakaf tunéi. Dijelaskan-bahwa sampai saat
ini BWU/T MUI.DLY,masth belum memilki badan
hukum yang jelasdan’juga-betum terdaftar di pihak
BWI sebagai nazhir wakaf tunai.

Sebagaimana__dijelaskan | dalam-\ Peraturan
Badan Wakaf; Jndonesia J2Nomor 2 Tahun 2010
tentang tatacard™pendaftaran’ nazhir wakaf uang,
disebutkan, pada, pasal, 2 pdalam jundang-undang
tersebut ‘bahwa=“Calon Nazhit Wakaf Uang wajib
mendaftarkan diri kepada BWI dan memenuhi
persyaratan Nazhir sesuai Undang-Undang Nomor
41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan
Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun
2004 Tentang Wakaf”2,

40K omite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman,, hlm. 6
“IRahmani Timeorita Yulianti,Good Corporate,, hlm. 76-77
“peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010
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Dijelaskan oleh Harsoyo bahwa belum
terdaftaranya BWU/T MUI DIY sebagai nazhir
wakaf tunai di pihak BWI dikarenakan status
BWU/T MUI DIY yang berada di bawah naungan
MUI sedangkan sampai saat ini MUI juga belum
memiliki badan hukum yang jelas®.

Selanjutnya dijelaskan oleh Zaki Guthron
sebelumnya memang sudah pernah diminta oleh
BWI untuk melakukan pendaftaran untuk menjadi
Nazhir resmi,akan tetapi pihak BWI ahirnya
menolak karena BWU/T berada dibawah naungan
MUI sedangkan-MU!I sendiri juga belum memiliki
badan hukum yanghjelas;; yang menjadi kendala
adalah bahwa BWU/T sendiri berada di bawah
naungan MUI,“maka secara otomatis secara
kegiatan akan berkaitan “dengan MUI sedangkan
MUI  sendiri—“masih—belum jelas apakah
diperbolehkan’/mendirikan’/ lembaga wakaf yang
mana seharusnya MUI tidak bisa memiliki yayasan
tersendirit’.

Ada beberapa solusi yang sedang ditempuh
oleh pihakSBWU/T), untuk melegalkan badan
hukumnya_yakni dengan, melalui_proses peradilan
atau| diajukan.langsung..olely piak MUI pusat di
Jakarta sebagaimana yang sudah dilakukan oleh
DMI. Sampai saat ini BWU/T MUI DIY masih
menyiapkan segala bentuk syarat-sayarat agar bisa

terdaftar sebagai nazhir wakaf tunai di pihak BWI
43
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Sementara terkait dengan kewajiban sosial
perusahaan dan kemitraan dengan masyarakat atau
bina lingkungaan, BWU/T MUl DIY sebagai
lembaga sosial saat ini sudah memberikan dampak
yang cukup baik. Ini dapat dilihat dari banyaknyaa
desa binaan yang sudah bekerjasama dengan pihak
BWU/T MUI DIY dalam bentuk peningkatan
perekonomian mikro pedesaan.

Selain itu untuk keterbukaan informasi sesuai
regulasi bahwa BWU/T MUI DIY tidak akan
menutupi segala bentuk laporan keuangan dan
kegiatan yang dilakukan—jika~ada yang meminta,
hanya saja menvang terkait -deéngan kemudahan
masyarakat umum ustuk umendapatkan informasi
tersebut diakui masiliisangat terbatas. Terkait etika,
moral, dan akhlak dapat| dipastikan bahwa BWU/T
MUI DIY sebagdi lembaga publik yang berada di
wilayah keagamaan, memiliki etika, moral, dan
akhlak yang baik; selain-itu’jika’dilihat dari bentuk
kepengurusan BWU/T MUI DIY yang sebagian
besar_mierupakan Otrang=erang perbendidikan dan
memiliki pengalaman di bidangnya masing-masing.

Jika  dilithat'—dari\ / pénerapan  prinsip
responsibilitag== BWU/Ty =MUF ; DIY secara
keseluruhan 'baliwa=Sampat-saat=ini’ masih belum
terlaksana secara penuh. Kekurangan yang ada
terletak pada bentuk legalitas BWU/T MUI DIY
sebagai pengelola wakaf tunai karena belum
terdaftar di pihak BWI sebagai lembaga yang
mengayomi lembaga-lembaga wakaf di Indonesia.
Sehingga diharapkan BWU/T MUI DIY sebagai
nazhir wakaf tunai yang sudah berdiri sejak tahun
2008 ini dapat segera menyelesaikan proses
pendaftaran kepada pihak BWI supaya menjadi
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lembaga wakaf yang diakui, dan juga berpengaruh
terhadap tingkat kepercayaan masyarakat umum.
4. Kemandirian (independency)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas Good
Corporate Governance, perusahaan harus dikelola
secara independen sehingga masing-masing organ
perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak
dapat diintervensi oleh pihak lain. Masing-masing
organ perusahaan harus menghindari terjadinya
dominasi oleh pihak manapun, tidak terpengaruh
oleh kepentingan tertentu, bebas dari benturan
kepentingau (conflict “of interest) dan dari segala
pengaruh atau _tekanan,= sehingga pengambilan
keputusan dapatidilakukan'secara obyektif*.

Diakui! olelh?™ Harsoyo untuk tingkat
indepedensizZBWU/T MUI| DIY sangatlah kuat,
artinya sampai-sdat ini-tidak ada intervensi terkait
dengan kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga
dari pihak manapun. Disampaikan untuk kerjasama
dengan pihak BanakBPD, DIY Syariah.selaku LKS
PWU berjalan dengan baik, dan mampu
menjalankafiyhak dan kewajiban masing-masing
dimana BWU/T MUI DIY sebagai nazhir dan Bank
BPD DIY.Syariah sébagai LKS PWU?.

Untuk menilai penerapan prinsp indepedensi
ada empat indikator dalam penerapan, yakni
Kondisi saling menghormati hak, kewajiban, dan
tugas masing-masing organ; kondisi bahwa selain
pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga;
kondisi menghindari benturan kepentingan dalam

“K omite Nasional Kebijakan Governance, Pedoman,,, him. 6
“"Wawancara dengan Harsoyo di Yogyakarta, tanggal 18 Juli
2017
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keputusan; dan terahir adanya pedoman yang jelas
dan tegas tentang eksistensi organ*s.

Sehingga jika dilihat dari keempat indikator
tersebut dapat disimpulkan bahwa sampai saat ini
BWU/T MUI DIY sudah menerapkan prinsip
indepedensi secara menyeluruh. Dilihat dari adanya
saling menghormati hak dan kewajiban masing-
masing organisasi yang bekerjasama, tidak adanya
intervensi dari pihak manapun terkait dengan
kebijakan-kebijakan dan urusan lembaga, sikap
profesionalitas yang dilakukan oleh pengurus
sehingga tidak memuneutkan-kepentingan pribadi
ataupun kelompok dalam keputusan, dan tentang
adanya pedomait yaug | jelas Cdan tegas tentang
eksistensi organ.

. Kewajaran dan|Kesetaraan (Fuirness)

Prinsip fairness secara umum dapat diartikan
sebagai suatu perlakuan.yang wajar, adil dan dan
setara dalam memenuhi~hak-iak para pemangku
kepentingan di dalam lembaga tersebut yang timbul
berdasarkan pegjanjian serta.peraturaniperufidangan
yang berlaku. Lembaga wakaf sebagai salah satu
lembaga nonprofit’yang smengelola dana dari pihak
ketiga (wakif)-juga~diharuskanguntuk smenerapkan
prinsip “" fairness™~" kepada= “pard ~ ‘pemangku
kepentingan, dalam hal ini adalah wakif sebagai
pemberi dana, nazhir sebagai pengelola dana, dan
mauquf alaih sebagai penerima manfaat dari dana
tersebut.

Untuk dapat mengetahui seberapa besar
prinsip fairness ini dijalankan dibutuhkan indikator-
indikator yang berdasarkan pada pengertian
mengenai prinsip fairness tersebut. Adapun

“Rahmani Timorita Yulianti,Good Corporate,,, ilm. 78
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indikator-indikator tersebut adalah terciptanya
peran dan tanggungjawab setiap pengurus/organ
lembaga; keadaan memperlakukan wakif dan
mauquf alaih secara adil dan jujur; kondisi kerja
yang nyaman dan aman bagi pengurus; kondisi
memperbolehkan wakif memberikan masukan
sesuai  ketentuan; adanya  peraturan  yang
melindungi  kepentingan para pihak; adanya
peraturan pelaksanaan lembaga; adanya kebijakan
untuk melidungi lembaga®.

Jika dilihat dari indikator-indikator tersebut di
atas maka [uptuk ‘penerapan prinsip fairness pada
BWU/T MUl DI¥ ssejauli |ini dapat disimpulkan
sudah memenuhi_standar hanya saja ada beberapa
indikator yafig dianmggap nasih belum diterapkan
secara maksimal,| | indikator tersebut adalah
terciptanya'—perdri “dan—tanggungjawab setiap
pengurus.

Diakui oleh Harsoyo selaku ketua pelaksana
BWU/T MUI-DIY./bahwa™ sanipai “saat ini ada
beberapa pengurus yang masih belum memberikan
kontribusi siyata_pada\s¢kton yang diamanahkan®,
Sebagian__besar kendala _yang _dihadapi adalah
karena ‘pengurus‘tersebut.memiliki-kesibukan lain di
luar dari kepengurusan BWU/T MUI DIY, sehingga
ada beberapa tugas yang seharusnya dikerjakan oleh
pengurus tersebut justru dikerjakan oleh pengurus
yang lain.

Sebagai usaha yang dilakukan oleh BWU/T
MUI DIY untuk mengatasi masalah tersebut yakni
dengan mengevaluasi susunan kepengurusan
organisasi, artinya bahwa para pengurus yang sudah
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tidak lagi memberikan kontribusi akan digantikan
dengan pengurus yang lain, meskipun diakui saat
ini sangat sulit sekali untuk menemukan pengurus
baru yang berpengalaman dan juga dengan ikhlas
untuk menjadi nazhir °'.

Selain dari indikator terciptanya peran dan
tanggungjawab setiap pengurus, seperti
memperlakukan wakif dan mauquf alaih secara adil
dan jujur sampai saat ini BWU/T MUI DIY
berusaha untuk selalu memberikan pelayanan
terbaik serta tidak membeda-bedakan antara wakif
yang satu dengan-yang ltainataupun antara mauquf
alaih yang satu denhgan yang lainya. Untuk kondisi
kerja yang aman dan slyaman bagi pengurus diakui
bahwa sampai |cini, "denganadanya sekre yang
menjadi satu dengan BPD DIY' Syariah merupakan
yang terbaik dan fidak memeberikan kendala, justru
memberikan kemudahan bagi.BWU/T MUI DIY
untuk berkordinast dengan pilak’ BPD DIY Syariah
sebagai LKS PWU,

Untuk! “kondisi | memperbolehkan.dwakif
memberikan masukan sesuai ketentuan, bahwa
pihak BWU/T" MUI=DIY " akan menerima segala
masukkannyang-dianggap baik dan tidak melanggar
aturan balk 1t0"yang dating dari pengurus, wakif,
mauquf alaih ataupun dari pihak manapun, hanya
saja terkait dengan penentuan mauquf alaih yang
nantinya akan menerima manfat dari bagi hasil
wakaf tunai menjadi mutlak milik BWU/T MUI
sebagai nazhir, sebagai mana diatur dalam
Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01
Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan dan

S'Wawancara dengan Zaki Ghufron di Yogyakarta, tanggal 31
Juli 2017
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Pengembangan Harta Benda wakaf Bergerak
Berupa Uang pada Pasal 3 ayat ke 4 disebutkan
bahwa Wakif dapat menentukan sendiri Mauquf
alaih  ditetapkan  paling  kurang  sejumlah
Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)>>.

Dari paparan diatas mengenai prinsip-prinsip
GCG yang dilakukan oleh BWU/T MUI DIY selama
ini, dapat disimpulkan bahwa masih belum
dilaksanakan secara utuh atau masih ada beberapa
kekurangan. Kekurangan yang paling menonjol
terletak pada penérapaniprinsip transparasi dan juga
akuntabilitas. [Sedangkan padal prinsip responsibilitas
kekurangan yang dialami- hanya terletak pada
pertangungjawabanwpada” perundang-undangan yang
berlaku, dikarénakan sampan saat ini BWU/T MUI
DIY masih beluin terdaftar sebagai nazhir wakaf tunai
di pihak BWTI)||sedangkan perundang-undangan
mengharuskan bahwa nazhir wakaf tunai harus
terdaftar jdi\ pihak=BWI.Sedangkan terkait dengan
prinsip indepedensi~dan‘juga fairness yang diterapkan
oleh BWU/T--MU! DIY/\ sudah dapat dikatakan
terlaksana secara utuh dengan terpenuhinya indikator-
indikator'dari kedua prinsip-tersebut!

Sehingga jika digambarkan dalam bentuk tabel
untuk penerapan prinsip-prinsip GCG yang dilakukan
oleh BWU/T MUI DIY secara keseluruhan adalah
sebagai berikut, huruf T pada keterangan menunjukan
terlaksanannya indikator prinsip GCG, sedangkan TT
menunjukan tidak terlaksananya indikator tersebut.

52peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 01 Tahun 2009
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Tabel 3 Penerapan prinsip-prinsip GCG yang
dilakukan oleh BWU/T MUI DIY

Keterangan*
NO Prinsip dan Indikator
T TT
A | Transparasi
1 | Rencana kerja tahunan TT
2 | Laporan keuangan berkala triwulan TT
Laporan keuangan berkald tengah
3 p 8 8 T
tahunan
4 Laporan Keuangan berkala gatt T
tahunan
Sitem akuntasiz berbasis standar
5 . TT
akutansi
6 Teknologi informasi/dalam/sistem TT
pelaporan kegiatan dan keuangan
7 | Sistem1 manajemen-nformasi TT
Laporan' kegiatan| dan/ ‘ketiapgan
g | P q VA TT
insidental
Informasi penting. tentang ke giatan )
91, . TT
insidental
B | Akuntabilitas
1 Penyiapan laporan keuangan secara TT
cepat dan tepat
2 | Komite audit dan manajemen resiko TT
3 | Kordinasi program kerja TT
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Monitoring program kerja/ kegiatan

TT

Evaluasi program kerja/ kegiatan

TT

Responsibilitas

Anggaran dasar dan Peraturan
Perundang-Undangan

TT

Kewajiban sosial perusahaan (CSR)

Kemitraan dengan masyarakat atau
bina lingkungan

Keterbukaan, informasi sesuai
regulasi

Etika moralydan‘akhlak

Indepedensi

Kondisi saling/| menghermati hak,
kewajiban, dan tugas masing-
masing organ

Kondisi bahwa'selain péngurus
dilarang mencampuri‘urusan
lembaga

Kondisi menghindari benturan
kepentingan dalam keputusan

Adanya pedoman yang jelas dan
tegas tentang eksistensi organ dalam
lembaga

Kewajaran dan Kesetaraan

Terciptanya peran dan
tanggungjawab setiap
pengurus/organ lembaga

TT

Keadan memperlakukan wakif dan
mauquf alaih secara adil dan jujur
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Kondisi kerja yang dan aman bagi

3
pengurus
Kondisi memperbolehkan wakif

4 | memberikan masukan sesuai
ketentuan

5 Adanya peraturan yang melindungi
kepentingan para pihak

6 Adanya peraturan pelaksanaan
lembaga

7 Adanya kebijakan untuk melidungi

lembaga

Sumber : Data primerdiclali(2017)




BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian ini mengacu
pada rumusan masalah, tujuan penelitian, serta hasil penelitian
dan analisis, maka penulis menarik kesimpulan bahwa :

1. Manajemen pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh
BWU/T MUI DIY secara garis besar terbagi ke dalam tiga
bagian, yakni penghinipunam dana wakaf, pengembangan dana
wakaf, dan pendistribusian bagi hasil wakaf tunai. Untuk
penghimpunan wakaf ‘tunai' BWU/T MUI DIY menggunakan
metode langsung dan‘tidalclangsung, dengan kedua metode ini
dana wakaf tunajzyang terhimpun di BWU/T MUI DIY sejak
tahun 2008 sampai tahun2017 terhitung kurang lebih sudah
mencapai  nominal| || Rp. ||[-600.000.000 (juta). Untuk
pengembangan atau investasi dana wakaf tunai yang
diterapkan_pleh BWU/TyMUIl; DIY ssudah sesuai dengan
regulasi "yakni “dengan’ melakukan ‘tabungan dan deposito
kepada salah sat@.LKS PWV yang ditetapkan oleh Pemerintah
dalam hal ini adalah Bank BPD DIY Syariah, dana bagi hasil
yang sudahy terkumpul \sampat=saat_ \ini dan juga sudah
diputarkan kepada mauquf alaih sudah mencapai nominal Rp.
100.000.000 (juta). Untuk pendistribusian dana bagi hasil
wakaf tunai BWU/T MUl DIY mengarah kepada sektor
produktif, sosial, dan perekonomian mikro pedesaan. Adanya
program PROTAB 1 dan PROTAB 2 sebagai program
pinjaman tanpa agunan dan biaya diharapkan mampu
mendorong mauquf alaih untuk lebih produktif. Dilihat dari
keseluruhan manajamen pengelolaan wakaf tunai yang
dilakukan oleh BWU/T MUI DIY secara keseluruhan maka
sudah sesuai dengan regulasi yang ada baik dari perundang-
undangan, peraturan menteri agama , dan juga peraturan yang
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ditetapkan oleh BWI. Sebagian besar kendala yang dihadapi
oleh BWU/T MUI DIY dalam pengelolaan wakaf tunai terletak
pada kesibukan masing-masing pengurus BWU/T MUI DIY
yang memilki kesibukan diluar kepengurusan nazhir. Selain itu
adanya BWU/T MUI DIY yang berada dibawah naungan MUI
juga menjadi hambatan terdaftanya BWU/T MUI DIY kepada
pihak BWI, karena status dari MUI sendiri yang sebenarnya
tidak diperkenankan mendirikan yayasan atau lembaga
tersendiri.

. Untuk penerapan prinsip-prinsip good corporate governance
pada pengelolaan wakaf tunai yang dilakukan oleh BWU/T
MUI DIY selama ini belum ditaksanakan secara maksimal.
Dari kelima prinsip dasar GCG yakni, transparasi, akuntabiltas,
responsibilitas, idependesnsi dampjuga fairness ternyata hanya
dua prinsip yang dilaksanakan secara utuh yakni prinsip
indepedensi dan juga> fairpess. Sedangkan untuk prinsip
transparasi, akuntabiltas, dan juga  responsibiltas belum
dilaksanakan secara utuhy Untuk -prinsip transparasi yang
menjadi kekurangan dari BWU/T MUI DIY terletak pada tidak
adanya rencana kerja tahunan secara rutin, selain itu kurangnya
sistem informasil laporan.  Keuangan |ddn-\kegiatan yang
dilakukan oleh BWW#Ty MUL, DIY ;sehingga tidak dapat
memberikan kemudalfan bagi wakif ataupun masyarakat luas
untuk dapat niengakses laporanitersebiit, meskipun sebenarnya
pihak BWU/T MUI'D1Y Sendiri tidak akan menutupi jika ada
yang meminta laporan tersebut. Sedangkan untuk prinsip
akuntabilitas yang menjadi kekurangan dari pihak BWU/T
MUI DIY terletak pada tidak terlaksananya penyiapan laporan
keuangan secara cepat dan tepat, selain itu tidak adanya
kordinasi, evaluasi dan pengawasan yang baik antar pengurus
menyebabkan terbengkalainya beberapa tugas masing-masing
pengurus. Untuk prinsip responsibiltas yang menjadi
kekurangan dari pihak BWU/T MUI hanya terletak pada tidak
memenuhinya BWU/T MUI DIY terhadap peraturan
perundang-undangan, ini dapat dilihat bahwa sampai saat ini
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BWU/T MUI DIY belum memiliki badan hukum dan belum
terdaftar sebagai nazhir wakaf tunai di pihak BWI sehingga
bisa dikatakan bahwa BWU/T MUI DIY sementara ini masih
menjadi lembaga wakaf tunai yang ilegal meskipun berada
dibawah naungan MUI dan juga meskipun sebanarnya untuk
sistem pengelolaan wakaf tunainya sudah memenuhi regulasi
yang ada.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka sebagai
bagian akhir dari penelitian ini, peneliti memberikan saran antara

lain ;

D

2)

BWU/T MUl "DIY " dapat mempertahankan dan
meningkatkan-sistef pengelolaan wakaf tunai dari yang
selama ini sudah dilaksanakan. Peningkatan tersebut dapat
dilakukan dengan“seémakin |gencar dalam menghimpun
dana wakaf| Zunai | dan memperkenalakan wakaf tunai
kepada masyarakat luas;terutama yang berada di wilayah
Kota Yogyakarta'dan/ memperluas pendistribusian bagi
hasil wakaf tunai kepada mauquf alaih yang berada di
pedalam pedesaam:

Meningkatkan_ penerapan prinsip-prinsip GCG pada
kepengurusan» BWU/R, /MUL DIY, dimulai dengan
meningkatkan _.prinsip.... fransparasi  yakni  dengan
memberikan-kemudahan-akses’bagi-wakif dan masyarakat
umum untuk mendapatkan laporan keuangan dan kegiatan
dengan mengunakan media informasi yang beragam seperti
website, koran, selembaran dan lain sebagainya. Kemudian
untuk prinsip akutabilitas bisa dimulai dengan membuat
rencana kerja tahunan,penyusunan laporan secara cepat
dan tepat, menjalin kordinasi yang baik antar pengurus dan
melakukan evaluasi program kerja secara rutin. Untuk
prinsip responsibilitas diharapakan BWU/T MUI DIY
dapat segera melengkapi persyaratan dan berkordinasi
kepada pihak MUI untuk mendaftarkan BWU/T MUI DIY
kepada pihak BWI sebagai nazhir wakaf tunai. Serta
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mempertahankan prinsip fairness dan indepedensi yang
selama ini sudah dijalankan.

Hasil penelitian ini disadari belum mampu menjawab dengan
tuntas semua permasalahan mengenai penerapan prinsip-prinsip
GCG dalam pengelolaan wakaf tunai pada BWU/T MUI DIY,
karena adanya keterbatasan yang dimiliki oleh peneliti. Sehingga
peneliti memberikan saran bagi penelitian selanjutnya untuk
mencapai kesempurnan mengenani penerapan prinsip-prinsip GCG
pada lembaga wakaf tunai, adapun saran bagi penelitian
selanjutnya adalah sebagai berikut :

1) Kepada peneliti selanjutnya.adalah lebih baik jika
dilakukan penelitian-mendatam_ mengenai penerapan
prinsip-prinsip GCG pada lembaga wakaf tunai dengan
menggunakan metodeq penelitiain perbandingan antara
lembaga wakaf yang stusdengan-yang lain, sehingga dapat
diketahui kekuvatan dan| kelemahan dalam penerapan
prinsip-prinsip GCG yang mereka miliki dan dapat saling
melengkapi satu samalain:

2) Kepada penelitian~“selamjtitnya’ diharapkan mampu
menjawab pertanya__mengenai  dinamika kepengurusan
lembaga’ wakaf\dengan “CitraJbahwa'~pekerjaan nazhir
lembaga wakaf hanyalah pekerjaan yang dilandasai dengan
dasar keikhlasan ‘saja;=yang nantinya akan menyebabkan
kurang prefesionalnyanazhidalantTmenjalankan tugasnya.

3) Bagi peneliti selanjutiiya’ juga“dapat'meénambahkan periode
penelitian, mungkin menjadi lebih panjang atau dapat
memfokuskan pada periode tertentu dalam analisis.
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LAMPIRAN

L Time Schedule Penelitian
. ) Minggu ke -

NO Jenis Kegiatan T3 T3T4T5161 71819 10
1 Pengajuan Judul
2 Penyusunan Proposal
3 Pematangan

Instrumen Penelitian
4 Penggalian Data
5 Penyajian Data
6 Analisis Data
7 Penyusunan Laporan

IL. Daftar pertanyaan wawancara

Seputar Manajemen Pengelolaan-WakafTunai

L.

Strategil apd [yang' digufiakaf olefi BWUT.MUI dalam
mengumpulkan wakaf tunai?

Dari mana saja sumber-sumber wakaf tunai yang diterima
oleh BWUT MUI?

Dari sumber-sumber /tersebiif, stimbér=manakah wakaf
yang paling besar diterima oleh BWUT MUI?

Baaimana prosedur jika ada seseorang atau institusi yang
ingin melakukan wakaf tunai di BWUT MU1?

Berapakah total dana wakaf tunai yang diterima oleh
BWUT MUI sampai saat ini?

Bagaimanakah manajemen pengelolaan wakaf tunai yang
dilakukan oleh BWUT MUI?

Ke sektor mana sajakah BWUT MUI, mengelola wakaf
tunai secara produktif?



10.

Apakah BWUT MUI bekerjasama dengan perusahaan
atau organisasi lain dalam mengelola dana wakaf tunai?
Apa yang dilakukan oleh BWUT MUI untuk menjaga
keutuhan dana wakaf ?

Terkait distribusi penghasilan dari wakaf tunai, ke mana
sajakah pendistribusian tersebut ? dan apa yang menjadi
dasar dari penetapanya?

Seputar Penerapan Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance

l.

Bagaimana pandangan BWUT MUI terkait dengan
penerapan prinsip- prinsip good corporate governance
pada lembaga.wakaf 2

Apa saja yang sudah dilakukan oleh BWUT MUI terkait
dengan trahsparasi, ‘akuntabilitas, pertanggungjawaban,
independen, dangjugagkesetaran pada dana wakaf tunai
yang dikelola?

Siapa saja \yang dapat mengakses laporan dana wakaf
tunai BWUT-MUI .2

Kapan terahir-kali-dilakukan auditing oleh BWUT MUI
baik auditing secara eksternal maupun internal?

Sebagi = ‘bentuk [pertanggungjawabany BWUT MUI
terhadap wakif, apa saja yang sudah dilakukan oleh
BWUT MUL2?

Kemana-BWUT MULmemberikan laporan terkait wakaf
tunai yang-dikelola ?

Apakah yang menjadi kekuatan, tantangan, kelemahan
serta hambatan yang dihadapi oleh BWUT MUI dalam
menerapkan prinsip-prinsip good corporate governance
dalam pengelolaan wakaf tunai ?
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Hasil Wawancara
Wawancara 1

Sumber : Bpk. Harsoyo, M.Si

Jabatan : Ketua BWUT MUI DIY
Waktu : Selasa, 18 Juli 2017

Lokasi : Kediaman Bpk. Harsoyo, M.Si

Terkait dengan transparasi saya mengatakan bahwa BWUT MUI
sudah cukup baik, hanya saja jika terkait dengan akuntasi,
pelaporan, manajamen kepengurusan terutama untuk GCG masih
dirasakan cukup lemah. Selanjutnya terkait dengan perijinan
bahwa sampai saat ini BWUT MUI masih belum memiliki
landasan hukum yang kuat,inidikarenakan status badan hokum
dari MUI sendiri yang belum jelas, akanl tetapi sudah ada usaha
untuk memperjelas status—di dakarta sampai waktu yang belum
ditentukan. Meskipun belum “memiliki | landasan hukum yang
jelas, terkait dengan pelaksanaan wakaf tunai BWUT MUI
berjalan terus bahkan menjadi/yang rterbaik di wilayah DIY
berdasarkan kemenag. Dan jika/dibandingkan dengan BMT yang
memperoleh perijinan unttk'mengelola - wakaf tunai BWUT MUI
dalam pengelolaan_wakaf tunai.maka BWUT MUI lah yang
paling benar\karena (dawa wakaf yang’diterima-dikelola melalui
LPW LKS yang ditunjuk=oleh pemerintah dalam hal ini adalah
BPD DIY Syariah, se@angkan‘jika” dalam pengelolaan BMT
dikelola secara pribadiTerkaitvpélaporan keuangan secara tepat
Jjuga dirasa masili cukup kurang.

Yang menjadi kendala kurangnya penerapan GCG secara utuh
adalah bahwa kepengurusan badan wakaf hanyalah sambilan saja,
sebagian besar pengurus BWUT MUI juga memilki pekerjaan
diluar seperti dosen, polisi, guru dan lain-lain. Yang nantinya
berpengaruh juga pada penyusunan program kerja diakui bahwa
program kerja hanya pernah dilakuakn tetapi tidak dijadikan
agenda rutin tahunan. Untuk memperbaiki system akuntansi
BWUT pernah bekerjasama dengan mahasiswa dari UGM karena
kebetulan bagian dari keuangan merupakan dosen di salah satu



fakultas UGM akan tetapi belum sampai selesai mahasiswa yang
bersangkutan sudah terlebih dahulu menyelesaikan kuliahnya.
Terkait INDEPENDENSI bagus, hanya saja terkait dengan kinerja
pengurus bias dikatakan serabutan karena kesibukan dari
pengurus yang lain. Bahwa untuk nadzir wakaf berbeda dengan
amil zakat, amil zakat ada kemudahan dalam penghimpuanan
dana karena zakat sendiri sudah menjadi kewajiban mungkin amil
zakat hanya bekerja untuk memasarkan karena factor persaingan
dengan amil zakat yang lain. Selain itu secara figh pembagian
zakat sudah jelas dan dana yang disalurkan harus dihabiskan
berbeda dengan wakaf bahwa dana tidak boleh berkurang. Selain
itu terkait dengan upah “bahwa pengurus zakat sudah memiliki
bagian yang pasti| yanggbisa menjadi pendapatan bagi amil
sedangkan pada |l¢émbaga wakaf dana operasional yang
diperbolehkan diambil darithasil wakaf hanya 10 % saja yang
mana untuk opersional lembaga ~sendiri masih dirasa kurang,
sehingga berakibat "bahwa, pefgurus wakaf hanya bermodalkan
keihlasan saja. Untuk sosialisasi\pengenalan wakaf tunai BWUT
MUI sudah dibantu oleh kemenag dengan cara diundang dan
didanaibaik dari tingkat-lKWA sampail tingkat Kabupaten, karena
jika ditinjau dari_ segi penghimpunan, pengelolaa, dan
pentasyarufan BWWDbias. dibilang/yang paling baik di wilayah
Yogyakarta, , kemudian.untuk sosialisasi yang dilakukan sendiri
pihak BWUT ‘biasa “mielalui’=takmir-takmir masjid dan juga
pengajian, meskipun dirasa masih kurang optimal.

Terkait pendistribusian dana bagi hasil wakaf BWUT membuat
program pinjaman tanpa biaya yang diberikan kepada mauquf
alaih yang dinilai memiliki potensi. Program pinjaman diambil
supaya dari pihak mauquf alaih memiliki usaha untuk
mengembangkan dana tersebut. Dan bukan dalam bentuk hibah
karena ditakutkan jika dalam bentuk hibah maka dana yang
diberikan hanya akan habis untuk dikonsumsi. Sampai saat ini
sudah ada sekitar 10 desa binaan BWUT yang diberikan pinjaman
dan pendampingan. BWUT MUI memberikan pinjaman nominal



400.000 kepada mauquf alaih dengan tujuan bahwa BWUT ingin
memulai dari usaha mikro yang sering dijalankan oleh masyarakat
pedesaan seperti berjualan sayuran, pengumpul barang bekas, dan
usaha-usaha kecil lainya. Untuk mekanisme pengembalian bahwa
nantinya mauquf alih diharuskan untuk mengangsur selama 12
bulan, sehingga para peminjam tidak merasa keberatan.

Untuk batasan wakaf yang diterima oleh BWUT bahwa minimal
wakaf yang diberikan adalah 50 ribu untuk bisa diberikan
sertifikat wakaf sedangkan untuk batasan maksimal tidak ada.
Untuk menjaga tidak berkurangnya dana wakaf BWUT sesuai
dengan undang-undang yakni dengan meletakkan dana wakaf
pada LKS PWU yang djtunjuk olelr pemerintah dalam hal ini
adalah Bank BPD Syariall Yogyakarta;; BWUT berusaha untuk
tidak terlalu lama menyalurkan atay mengendapkan dana bagi
hasil yang muncul dari wakaf; sehingga sesegera mungkin BWUT
akan menyalurkan dana “tersebut kepada mauquf alaih yang
berpotensi. Untuk sampai~saat ini\bagithasil yang diterima oleh
BWUT dari dana wakaf kuranglebilr-sudah mencapai 100 juta
yang keseluruhan dana tersebut sudah diputarkan.

Selain melayani_ pinjaman_untuk usaha mikro BWUT juga
melayani untuk | pinjaman l.sebraans..pinjaman-\sebraan adalah
pinjaman dengan nominal j yangs cukup besar untuk modal
pembuatan proyek (borofigany-yang sudah terjamin, baik terjamin
pengembalianya dan juga objeknyal

Terkait kepengurusan,” BWUT MUl “sudah " beberapa kali
melakukan pergantian kepengurusan, meskipun tidak optimal.
Terkait tata letak kantor BWUT yang menjadi satu dengan BPD
Syariah DIY tidak menjadi kendala bag BWUT justru lebih
memudahkan dalam hal berkomunikasi dengan pihak LKS
PWUnya. Meskipun memang diakui bahwa di kantor BWUT
sendiri tidak selalu ada yang stand by dikarenakan kesibukan dari
masing-masing pengurus. Sehingga memang diakui untuk GCG di
BWUT sendiri masih lemh karena salah satu aspek yang
menunjang adalah adanya kantor yang nyaman bagi karyawan,



sedngakan di BWUT sendiri masih tidak mampu jika harus
menggaji kepada karyawan untuk selalu berada di kantor.

Wawancara 2

Sumber : Bpk. Zaki Ghufron, S.Pd.I.
Jabatan : Sekertaris BWU/T MUI DIY
Waktu : Senin, 31 Juli 2017

Lokasi : Kantor BWUT MUI DIY

Terkait laporan keuangan keseluruhan ada di bagian sekertaris
BWUT. Untuk bagian transparasi seharusnya yang mengemban
tugas adalah bendahara.~Hanya-saja dikarenakan kesibukan dari
masing-masing pengurus BWUT sehingga tidak terjalin kordinasi
yang baik antara masing-masing pengurus. Bahkan sampai saat
ini masih ada beberapa pelaporan-yang masih terpending karena
susahnya untuk mengatur jadwal dengan bendahara untuk
meminta tanda tangan,

Untuk perubahan “data)/| tabungan dari rekening tabungan
mudharabah ke deposito harus meminta persetujuan dan tanda
tangan [datirbéndahara,“Sédangkan] dntulk\imékanisme pencairan
penyaluran yang seharusnya menjadi tanggungjwab dari
bendahara namun| dikarenakdn, kesibukan dari bendahara sendiri
terkadang untuk pencairan diemban tugas oleh bagian litbangdan
ketua BWUT.N Mekanisiney, pehyalurags—bahwa tidak semua
masyarakat dapat mengajukan pinjaman, melainkan harus
direkomendasikan terlebih dahulu oleh bagian pentasyarufan.

Untuk mauquf alaih yang tidak bisa mengembalikan dana
pinjaman memang ada tapi untuk presentasenya sangatlah kecil,
BWUT memiliki landasan bahwa sebenarnya dana yang diberikan
kepada mauquf alaih bukanlah dana yang seharusnya
dikembalikan, hanya saja mauquf alaih diharuskan untuk
mengambalikan supaya memiliki rasa tanggungjawab dan
tertantang untuk mengembangkan dana tersebut ke arah yang
produktif. Sehingga jika ada mauquf alaih yang tidak bisa



mengembailkan dana pinjaman maka langkah yang dilakukan
oleh BWUT tidaklah langsung meminta secara paksa untuk
mengembalikan, melainkan dengan beberapa proses tahapan
yakni dengan menanyakan kepada mauquf alaih apakah masih
berkenan untuk mengemablikan dana, jika masih maka BWUT
akan menunggu. Namun jika memang ada permasalahan yang
memang memungkinkan mauquf alaih tidak bisa mengembalikan
dana maka BWUT akan melepas dana tersebut.

Untuk pencetakan sertifikat wakaf bahwa wakif yang sudah
memberikan dana di atas nominal 50 ribu baik melalui BPD
Syariah maupun BWUT akan dicetakan oleh pihak BWUT kurang
lebih selama satu minggluyang kemudiah dikirimkan ke alamat
rumah wakif.

Untuk jumlah dana yang| terkumpul*sampai saat ini kurang lebih
sudah mencapai nominal|600 juta , sebénarnya untuk dana tebaru
sudah diupdate hanya saja_untuk.data lyang disimpan hilang
beserta flasdisk.

BWUT sebenarnya sudah menyiapkan, laporan tiga.tahun terahir
yang bekerjasama “dengani.Mahasiswa | Akuntansi=lUUGM yang
mana nantinya akan dibwatkan aplikasi kevangan supaya lebih
mempermudah kedepanya; hanya saja “ditengah jalan tiba-tiba
tidak ada lagi |kerifirmasi™dasi | fahasisivatersebut sampai
mahasiwa tersebut lulus. Padahal ada beberapa data yang dibawa
oleh mahasiswa tersebut beserta bebrapa nota laporan.

Untuk pinjaman protab | terbaru saat ini max 700 ribu, sedangkan
untuk protab 2 max 3 juta untuk perorang , sebelum protab 2
mauquf alaih harus melalui protab [ terlebih dahulu.

Untuk laporan keuangan BWUT sendiri tidak melakuakn kepada
pihak manapun, hanya saja terkait laporan kegiatan pihak BWUT
memeberikan kepada MUI sebagai lembaga yang menaungi.
Disadari bahwa memang seharusnya yang terbaru saat ini untuk



dana wakaf tunai yang dikelola harus dilaporkan kepada pihak
BWI, namun sampai saat ini BWUT belum pernah melakukan
laporan tersebut. Badan hukum BWUT sendiri sampai saat ini
masih belum jelas, sebelumnya memang sudah pernah diminta
oleh BWI untuk melakukan pendaftaran untuk menjadi Nadzir
resmi,akan tetapi pihak BWI ahirnya menolak karena BWUT
berada dibawah naungan MUI sedangkan MUi sendiri juga belum
memiliki badan hokum yang jelas, yang menjadi kendala adalah
bahwa BWUT sendiri berada di bawah naungan MUI, maka
secara otomatis secara kegiatan akan berkaitan dengan MUI
sedangkan MUI sendiri-masih-belum jelas apakah diperbolehkan
mendirikan lembaga wakaf yang mana seharusnya MUI tidak bisa
memiliki yayasan tersendiri.nAda; beberpa solusi yang sedang
ditempuh oleh pihak’ BWUT untuk’ melegalkan badan hukumnya
yakni dengan melalui proses peradilan atau diajukan langsung
oleh pihak MUI |pusat di| Jakarta sebagaiman yang sudah
dilakukan oleh DMI.

Sampai saat ini tidak ada bentuk pelaporan pihak BWUT kepada
wakif, ymeski | disadafi=hal DtetSebutTsangatlah penting untuk
membangun tingkat kepercayaan = masyrakat. Memang
sebelumnya sudah ada,usahadintuk mencoba melaporkan kegiatan
dan keuangan di Koran KR namun terkendala masalah biaya.
Untuk websitey sendir _memarng’ sampai-‘saat inimasih dalam

keadaan kosong karena pengurus yang membuat website BWUT
MUI sudah tidak lagi aktiv.

Untuk model transaksi wakaf sudah bermacam-macam ada wakif
yang dating langsung, ada juga yang melalui transfer dan atm,
sehingga besar harapan kedepanya untuk mempermudah bisa
melalui system aplikasi online. Sebagian besar untuk wakif
berasal dari individu meskipun ada beberapa yang dari institusi
atau kelompok.
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Contoh Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf Tunai
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Laporan Penyaluran Manfaat Wakaf Tunai
Protab Reguler

Protab Sebraan
Rp 1.000.000,00 untuk mitra binaan di Tubin, Sidorejo, Lendah,
Kulon ProgoRp 2.000.000,00 untuk mitra binaan di Kerjan, Beji,
Patuk, Gunungkidul
Hibab Berkembang
Rp 4.000.000,00 untuk Panti Asuhan Miftahunnajah,
Banguntapan, Bantul sebagai modal usaha beternak itik
Pendampingan Usaha Mitra
Rp 1.175.000,00 untuk-mitfa binaan di Tubin, Sidorejo,
Lendah, Kulon Ptogo déngan kegiatan “Pelatihan
Pengemasan Produk’
Rp 2.000.000,00 untukmitra binaan di Kerjan, Beji, Patuk,
Gunungkidul dengan Kegiatan*‘Pelatihan Membuat Abon
Kluwih dan Sirup”
Rp. 3.600.000,00 untuk mitra binaan kelompok difabel Kec.
Lendah dan Kec. Galur Kab. Kulon Progo untuk biaya
pelatihamPengolahan Aneka-Produk Pangan,
Rp. 2.025.000,00 untuk mitra binaan kelompok difabel Kec.
Lendah, Kec. [Loyan danfKec! ‘Galur Kab. Kulon Progo untuk
biaya Pelatihan, Pembukaan Kerja Sama Antar UMKM dan
Studi Banding.ke Rakem:
Rp. 5.500.000,00. pelatihan internet dasar dan wirausaha
kelompok belajar masyarakat “ Nur Aini” Jeruksari
Wonosari Gunungkidul.
Rp. 1.000.000,00. kegiatan pelatihan pembuatan kue ibu-ibu
warga Giricahyo Gunungkidul



VL. Dokumentasi Kegiatan BWU/T MUI DIY

Pelatihan dan Hasil Produk

Kegiatan Penyalur
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